PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Veteran No. 72 Telp : ( 0334 ) 889822 Fax. 894444
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 188/04g/427.59/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku
aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang memiliki integritas dan bertanggungjawab
serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang
prima melalui perubahan pola pikir (mind sef) dan budaya
kerja (culture set) dalam sistem manajemen pemerintahan,
perlu adanya Administrasi Pemerintahan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lumajang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan
Administrasi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabaputen Dalam Lingkungan Propinsi di
Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Il Surabaya
Dengan Mengubah Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Profinsi Jawa Timur;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

10.

1L,

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan Administrasi Pemerintah pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Standar Pelayanan Administrasi Pemerintah yang dimaksud pada
diktum kesatu adalah Standar Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini,
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal : 31 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

1. Sdr. Sekretaris DPMPTSP;
2. Sdr. Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA  DINAS
PENANAMAN  MODAL  DAN
PELAYANAN TERPADU  SATU
PINTU

NOMOR : 188/04¢ /427.59/2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN
ADMINISTRASI PEMERINTAH
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Izin Pemasangan Reklame;

Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Reklame;
[zin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah Permanen dan Tidak Permanen;
[zin Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang;

Izin Pemakaian Tempat (Alun-Alun Kabupaten/Alun-Alun Pasirian /Hutan

Kota/ Embong Kembar);

Surat Izin Praktik Dokter;

Surat Izin Praktik Dokter Gigi,;

Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;
Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
Surat Izin Kerja Radiografer;

Surat Izin Kerja Teknisi Gigi,

Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
Surat Izin Praktik Terapis Wicara;

Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler;

Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Daerah;

Surat Izin Praktik Audiologist;
Surat Izin Praktik Fisikawan Medik;
Surat Izin Praktik Radioterapis;
Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik;

Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan,;
Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan;

Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
Surat Izin Praktik Bidan;

Surat Izin Praktik Perawat;

Surat Izin Praktik Apoteker;

Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;

Surat Izin Kerja Tenaga Gizi,

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;

Surat Izin Praktik Penata Anestesi;

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;

Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
Surat Izin Praktik Elektromedis;
Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis;
Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien;
Surat Izin Kerja Fisioterapis;

Surat Izin Kerja Perekam Medis;

Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional,
Izin Penyelenggaraan / Operasional Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan
Unit Tranfusi Darah Milik Pemerintah Kabupaten, TNI dan POLRI yang belum

menerapkan PPK-BLU /BLUD;
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Izin Praktik Dokter Hewan;

Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan;

Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator;

Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan;

Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

Layanan Permohonan Surat Informasi Tata Ruang;

Layanan Penagihan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Untuk Kegiatan
Non Berusaha;

Persetujuan Pemotongan/Pemangkasan Pohon Kanan dan Kiri Jalan
Kabupaten;

Layanan Permohonan Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Layanan Rekomendasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;

Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus;

Surat Keterangan Penelitian.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN




IZIN PEMASANGAN REKLAME (INSIDENTIL)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden RI nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lumajang Tahun 2012 — 2032

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 54 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
dan Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

wn =

Formulir Permohonan secukupnya

Fotokopi KTP Pemohon/penanggungjawab

Akta Pendirian/perubahan Badan Usaha dan
pengesahannya (Jika permohonan IPR berbentuk
badan usaha)

NPWP perusahaan (Jika permohonan IPR berbentuk
badan usaha)

Surat Izin usaha (Jika permohonan IPR berbentuk
badan usaha)

materi reklame




7. melunasi sewa tempat terhadap penyelenggaraan
reklame pada sarana dan prasarana Daerah dan
tanah/bangunan yang dikuasai/jalan/ dimiliki oleh
Pemerintah Daerah; (PKDR)

Tanda bukti pembayaran pajak reklame

Surat kuasa, apabila dalam pengajuan permohonan
/pengurusan perizinan IPR, dikuasakan

8.
9.

Prosedur
Pelayanan

Pemohon datang ke DPMPTSP melalui petugas pelayanan
front office;

Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil
formulir IPR  baru atau perpanjangan yang telah
disediakan dan sekaligus melengkapi  dokumen
permohonan seperti yang dipersyaratkan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa dan menerima
persyaratan kelengkapan dokumen permohonan IPR; Jika
lengkap maka akan diproses lebih lanjut, jika tidak
lengkap maka dokumen permohonan dikembalikan ke
pemohon untuk dilengkapi kekurangannya;

Petugas pelayanan Front office memverifikasi dokumen
pemohonan IPR sesuai dengan persyaratan kelengkapan
dokumen permohonan IPR;

Petugas pelayanan Front office menginput data IPR sesuai
dengan dokumen pemohonan IPR ke sistem elektronik
yang terintegrasi dengan sistem aplikasi BPRD untuk
pembayaran pajak reklame;

Petugas pelayanan Front office menyerahkan dokumen
permohonan IPR ke petugas pelayanan back offiice untuk
diiputkan data rencana lokasi/tempat pemasangan
reklame insidentil ke sistem elektronik

petugas pelayanan back office menyerahkan kembali
dokumen permohonan IPR ke petugas pelayanan Front
office untuk dilengkapi dengan bukti bayar pajak reklame
dan bukti bayar sewa tempat pemasangan reklame
insidentil;

Petugas pelayanan Front Office membuat dan
memberikan Tanda Terima Berkas (TTB) dan daftar
lokasi/tempat pemasangan reklame insidentil kepada
pemohon;

Pemohon membayar pajak reklame berdasarkan Tanda
Terima Berkas (TTB) dan daftar lokasi/tempat
pemasangan reklame insidentil ke gerai layanan BPRD
dan menerima tanda bukti pembayaran dari kasir BPRD
pada gerai layanan BPRD;

10.

Pemohon memberikan tanda terima pembayaran pajak
reklame dan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas
Reklame pada Petugas pelayanan Front Office;

11.

Petugas pelayanan front office memberikan dokumen
permohonan ke Petugas pelayanan back office untuk
diinput data perizinannya lebih lanjut;

12.

Petugas pelayanan back office mencetak Surat Keputusan
IPR insidentil dan diotorisasi kesesuaian isi surat
keputusan IPR secara berjenjang mulai  dari
penangggungjawab layanan IPR insidentil sampai dengan
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan pada Lembar Perjalanan Dokumen (LPD);

13.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan
atau penandatanganan surat keputusan IPR sekaligus
membubuhkan otorisasi di Lembar Perjalanan Dokumen
(LPD)




14. | Petugas pelayanan back office mencatat surat keputusan
IPR yang sudah disahkan dan ditandatangani oleh
Kadinas ke register surat keputusan izin dan selanjutnya
diberikan ke petugas sekretariat ;

15. | Petugas Sekretariat memilah surat keputusan izin IPR
untuk Perangkat Daerah terkait, arsip dan pemohon ;

16. | Petugas Sekretariat memberikan surat keputusan izin IPR
untuk pemohon ke petugas pelayanan Front office;

17. | Petugas pelayanan Front office menyerahkan surat
keputusan IPR ke pemohon;

Jangka Waktu
Pelayanan

30 menit dari diterimanya dokumen perizinan secara lengkap
dan benar

Ul

Biaya / Tarif

Gratis / Tanpa Biaya

Produk
Pelayanan

Surat keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Penanganan
Pengaduan

1. |Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

2. Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464

3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id

4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id

5. | Melalui Facebook : lapor lumajang

Masa Berlaku

jenis reklame udara/balon dan reklame apung jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang;

jenis reklame baliho dan reklame kain/spanduk/umbul-
umbul/banner dengan jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) hari dan dapat diperpanjang;

jenis reklame selebaran, reklame stiker, reklame poster, dan
reklame film untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.

Sarana dan
Prasarana

Bangunan Gedung Pelayanan
Komputer dan Printer

Alat Tulis

Scanner

Kursi Antrian

Area Parkir

Televisi

Wifi

. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | free kopi dan teh di ruang layanan

CONOUTAWNE

10.

Kompetensi
Pelaksana

Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan

dan nonperizinan meliputi :

» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah

» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik

» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan

» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer

11.

Penanganan
Internal

Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap
atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis
maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
yang dilaksanakan setiap hari.

12.

Jumlah

Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan




Pelaksana

Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.

13.

Jaminan
Pelayanan

Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh
Hati Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung

14.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh
Hati Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan
Masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada
masyarakat




IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (PERMANEN)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden RI nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lumajang Tahun 2012 — 2032

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 54 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

1.
2.
3.

4.

Permohonan IPR Permanen
(Baru/Perubahan/Perpanjangan)

Formulir Permohonan;

Fotokopi KTP Pemohon/penanggungjawab

Informasi Rencana Tata Ruang (SITR) untuk pendirian
media reklame

Akta Pendirian/perubahan Badan Usaha dan
pengesahannya (Jika permohonan IPR berbentuk
badan usaha)

NPWP perusahaan (Jika permohonan IPR berbentuk




badan usaha)

6. Surat Izin usaha (Jika permohonan IPR berbentuk
badan usaha)

7. Fotokopi surat bukti status hak atas tanah/Perjanjian
Sewa Menyewa tanah atas berdirinya media reklame,
jika pendirian media berdiri di lahan
persil/halaman/tanah milik sendiri

8. melunasi sewa tempat terhadap penyelenggaraan
reklame pada sarana dan prasarana Daerah dan
tanah/bangunan yang dikuasai/dimiliki oleh
Pemerintah Daerah; jika pendirian media berdiri di
rumija/aset Pemerintah Kabupaten

9. mempunyai izin dari penyelenggara jalan Provinsi dan
Nasional, untuk reklame yang berdiri di ruas jalan milik
Pemerintah Provinsi dan Nasional

10. fotocopy IMB/PBG media reklame (bagi reklame yang
menempel pada bangunan gedung dan tidak
membutuhkan kontruksi khusus, maka dilampirkan
IMB/PBG bangunan gedung tempat menempelnya
reklame dimaksud)

11. Bukti bayar Jaminan Bongkar media reklame

12. mempunyai izin dari penyelenggara jalan Provinsi,
untuk reklame vyang berdiri di ruas jalan milik
Pemerintah Provinsi dan Nasional

13. izin penggunan listrik dan instansi yang berwenang,
jika media reklame bercahaya

14. Materi Reklame

15. Tanda bukti pembayaran Pajak reklame pada tema
yang sudah terpasang

16. Gambar desain , kontruksi dan RAB media kontruksi

17. Gambar situasi dan foto lokasi

18. Surat kuasa, apabila dalam pengajuan permohonan
/pengurusan perizinan IPR, dikuasakan

Prosedur
Pelayanan

Pemohon datang ke DPMPTSP melalui perugas pelayanan
Front office untuk mendapatkan informasi dan formulir IPR
baru atau perpanjangan yang telah disediakan;

Pemohon datang ke DPMPTSP dengan membawa
persyaratan dan kelengkapan IPR ;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan dan
kelengkapan permohonan IPR;

Petugas pelayanan Front Office membuat dan memberikan
Tanda Terima Berkas (TTB) untuk dokumen permohonan
IPR yang dinyatakan lengkap;

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan IPR yang dinyatakan tidak lengkap ke
pemohon;

Petugas pelayanan front office melakukan input data ke
sistem elektroniki pada dokumen permohonan IPR yang
dinyatakan lengkap;

Petugas pelayanan front office menyerahkan dokumen
permohonan IPR yang sudah terinput ke Penanggungjawab
IPR;

Penanggungjawab IPR melakukan verifikasi dokumen
permohonan dan membuat penjadwalan dan undangan ke
Tim Teknis Perizinan DPMPTSP untuk dilakukan
verifikasi/pemeriksaan lapangan terkait dengan
rekomendasi persetujuan teknis;

Tim Teknis Perizinan DPMPTSP melakukan




verifikasi/pemeriksaan lapangan atas permohonan IPR dan
memberikan rekomendasi persetujuan atau tidaknya pada
titik reklame yang diajukan dalam permohonan IPR dan
menuangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan;

10.

Jika permohonan IPR tidak disetuju/ditolak oleh Tim Teknis
Perizinan DPMPTSP, maka Penanggungjawab IPR membuat
surat penolakan dengan dilampiri dokumen permohonan
dan diberikan ke pemohon untuk dicukupi kekurangan
kelengkapannya sesuai hasil pemeriksaan yang tertuang
dalam Berita Acara Pemeriksaan melalui petugas pelayanan
Front office

11.

Atas permohonan IPR disetuju/diterima oleh Tim Teknis
Perizinan DPMPTSP, maka Penanggungjawab IPR
memberikan dokumen permohonan ke petugas pelayanan
back office untuk dibuatkan surat pengantar permohonan
izin/sewa tempat ke Instansi terkait, jika penyelenggaraan
reklame vyang dimohon berlokasi pada sarana dan
prasarana Daerah dan tanah/bangunan, ruas jalan/rumija
yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah
Propinsi dan Pemerintah Pusat;

12.

Jika bukti sewa tempat penyelenggaraan reklame yang
dimohon berlokasi pada sarana dan prasarana Daerah dan
tanah/bangunan, ruas jalan/rumija yang dikuasai/dimiliki
oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Pusat sudah diperoleh pemohon, maka petugas
pelayanan back office menginput data rencana
lokasi/tempat pemasangan reklame ke sistem elektronik
yang terintegrasi dengan sistem aplikasi BPRD untuk
pembayaran pajak reklame;

13.

Pemohon membayar pajak reklame di gerai layanan BPRD
dan menerima tanda bukti pembayaran dari kasir BPRD
pada gerai layanan BPRD;

14.

petugas pelayanan front office menerima tanda bukti
pembayaran pajak reklame dari pemohon dan
melengkapinya pada dokumen permohonan;

15.

petugas pelayanan front office memberikan kembali
dokumen permohonan ke petugas pelayanan back office
untuk diinput data perizinannya dan mencetak surat
keputusan IPR;

16.

Penanggungjawab IPR melakukan validasi kesesuaian isi
surat keputusan IPR dan membubuhkan otorisasi di Lembar
Perjalanan Dokumen (LPD) ;

17.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan melakukan validasi surat keputusan IPR dan
membubuhkan otorisasi di Lembar Perjalanan Dokumen
(LPD);

18.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan  surat  keputusan IPR  sekaligus
membubuhkan otorisasi di Lembar Perjalanan Dokumen
(LPD);

19.

Petugas pelayanan back office mencatat surat keputusan
IPR yang sudah disahkan dan ditandatangani oleh Kadinas
ke register surat keputusan izin dan selanjutnya diberikan
ke petugas sekretariat;

20.

Petugas Sekretariat memilah surat keputusan izin IPR untuk
Perangkat Daerah terkait, arsip dan pemohon ;

21.

Petugas Sekretariat memberikan surat keputusan izin IPR
untuk pemohon ke petugas pelayanan Front office;

22,

Petugas pelayanan Front office menyerahkan surat




| keputusan IPR ke pemohon.

4. | Jangka Waktu 5 (lima) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya dokumen
Pelayanan perizinan secara lengkap dan benar
5. | Biaya / Tarif Gratis / Tanpa Biaya
6. | Produk Surat keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)
Pelayanan
7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-328-
6464
3. | Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@Iumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama
memenuhi persyaratan
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan yang
dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal dan
Internal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang yaitu Penanganan
melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang
menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati Untuk
Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan dokumen
SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan ke




Keamanan dan

pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan nonperizinan

Keselamatan meliputi :
Pelayanan
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati Untuk
Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan dokumen
SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung
4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan elektronik
(TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber dan Sandi Negara
15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal dan
Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara lain :
Pelaksana
1. | evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik
yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.
2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada

pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat




IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK REKLAME (PKDR)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden RI nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lumajang Tahun 2012 — 2032

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 54 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
dan Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

wn =

Formulir Permohonan secukupnya

Fotokopi KTP Pemohon/penanggungjawab

Akta Pendirian/perubahan Badan Usaha dan
pengesahannya (Jika permohonan PKDR berbentuk
badan usaha)

NPWP  perusahaan (Jika permohonan PKDR
berbentuk badan usaha)

Surat Izin usaha (Jika permohonan PKDR berbentuk
badan usaha)




6. Ukuran dan Tema Reklame

7. melunasi sewa tempat terhadap penyelenggaraan
reklame pada sarana dan prasarana Daerah dan
tanah/bangunan yang dikuasai/jalan/ dimiliki oleh
Pemerintah Daerah; (PKDR)

8. Surat kuasa, apabila dalam pengajuan permohonan
/pengurusan perizinan PKDR, dikuasakan

Prosedur
Pelayanan

Pemohon datang ke DPMPTSP melalui Petugas pelayanan
Front office;

Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil
formulir izin PKDR baru atau perpanjangan yang telah
disediakan dan  sekaligus melengkapi dokumen
permohonan seperti yang dipersyaratkan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa, memverifikasi
dan menerima persyaratan kelengkapan dokumen
permohonan izin PKDR ; Jka lengkap maka akan
diproses lebih lanjut, jika tidak lengkap maka dokumen
permohonan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
kekurangannya;

Ul

Petugas pelayanan Front office menginput data PKDR
sesuai dengan dokumen pemohonan izin PKDR ke
sistem elektronik yang terintegrasi dengan sistem
elektronik pada gerai layanan DPUTR ;

Petugas pelayanan Front Office membuat dan
memberikan Tanda Terima Berkas (TTB) kepada
pemohon untuk diberikan dan dibayarkan pemakaian
kekayaan daerah atas reklame ke gerai layanan DPUTR ;

Petugas gerai layanan DPUTR menghitung besaran
retribusi Izin PKDR yang akan dibayar pemohon;

Pemohon membayar Retribusi Izin PKDR dan menerima
tanda bukti pembayaran dari kasir DPUTR pada gerai
layanan DPUTR;

Pemohon memberikan tanda terima pembayaran retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Reklame pada Petugas
pelayanan front office;

10.

Petugas pelayanan front office memberikan dokumen
permohonan ke petugas pelayanan back office untuk
diinput data perizinannya lebih lanjut;

11.

Petugas pelayanan back office mencetak Surat Keputusan
PKDR dan diotorisasi kesesuaian isi surat keputusan PKDR
secara berjenjang mulai dari penangggungjawab layanan
PKDR sampai dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Lembar
Perjalanan Dokumen (LPD);

12.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan
atau penandatanganan surat keputusan PKDR sekaligus
membubuhkan otorisasi di Lembar Perjalanan Dokumen
(LPD)

13.

Petugas pelayanan back office mencatat surat keputusan
PKDR yang sudah disahkan dan ditandatangani oleh
Kadinas ke register surat keputusan izin dan selanjutnya
diberikan ke petugas sekretariat;

14.

Petugas Sekretariat memilah surat keputusan izin PKDR
untuk Perangkat Daerah terkait, arsip dan pemohon ;

15.

Petugas Sekretariat memberikan surat keputusan izin
PKDR untuk pemohon ke petugas pelayanan Front office;

16.

Petugas pelayanan Front office menyerahkan surat
keputusan PKDR ke pemohon;




Jangka Waktu
Pelayanan

1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya dokumen perizinan
secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah

Produk
Pelayanan

Surat keputusan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah untuk
Reklame (PKDR)

Penanganan
Pengaduan

1. |Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

2. Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464

3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id

4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id

5. | Melalui Facebook : lapor lumajang

Masa Berlaku

a. Reklame Permanen 1 (satu) tahun
diperpanjang selama memenuhi persyaratan
Reklame insidentil 1 (satu) bulan
diperpanjang selama memenuhi persyaratan

dan dapat

o

dan dapat

Sarana dan
Prasarana

Bangunan Gedung Pelayanan
Komputer dan Printer

Alat Tulis

Scanner

Kursi Antrian

Area Parkir

Televisi

Wifi

Media bacaan dan informasi layanan
0. | Free kopi dan teh di ruang layanan

SowoNonhwN =

10.

Kompetensi
Pelaksana

Kompetensi Petugas vyang terlibat dalam

perizinandan nonperizinan meliputi :

» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah

» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik

» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan

» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer

pelayanan

11.

Penanganan
Internal

Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap
atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis
maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
yang dilaksanakan setiap hari.

12.

Jumlah
Pelaksana

Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.

13.

Jaminan
Pelayanan

Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto :
Hati Untuk Mendorong Investasi

Melayani Sepenuh




2. Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap saran adan

prasarana pendukung

14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :

Pelayanan

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh
Hati Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara

struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan
Masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada
masyarakat




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG

NOMOR

: 8 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 OKTOBER 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO JENIS RETRIBUSI BESARAN TARIF
1 2 3
I. PEMAKAIAN TANAH
1. Pemakaian tanah permanen Rp500,00/m</bulan.
2. Pemakaian tanah Non Permanen Rp5.000,00/m4/(sekali pakai)
II. PEMAKAIAN TANAH UNTUK PEMASANGAN REKLAME
1.| 1. Reklame Papan/Bilboard Rp7.500,00/m4/bulan.
2. | 2. Reklame Kain atau Spanduk Rp5.000,0/m</bulan.
III. | PEMAKAIAN TANAH UNTUK RUMAH/BANGUNAN DAN TENDA/TEROP
1. Rumah Permanen Rp7.500,00/m4/tahun.
2. Rumah Semi Permanen Rp1.000,00/m4/tahun.
3. Rumah Sederhana Rp500,00/m<4/tahun.
4. Tenda/Terop Rp1.000,00/m4/(sekali pasang)
5. Tempat jemuran, penimbunan Rp2.500,00/m2/tahun.
barang dan bahan lainnya
6. Pembuatan jembatan diatas saluran Rp2.500,00/m4/tahun.
IV. | PEMAKAIAN TANAH UNTUK BUDIDAYA IKAN
1. Budidaya Ikan (kolam) Tradisional Rp150,00/m4/tahun.
2. Budidaya Ikan (kolam) Secara Intensif Rp200,00/m< /tahun.
3. Budidaya Tkan  (kolam)  secara | Rp750,00/mZ /tahun.
swakelola
V. PEMAKAIAN RUMAH DINAS
1. Rumah Dinas di wilayah Ibu Kota Rp3.000,00/m2/tahun.
Kabupaten
2. Rumah Dinas di wilayah Ibu Kota Rp2.000,00/m2/tahun.
Kecamatan
3. Rumah Dinas di wilayah Pedesaan Rp750,00/m<4/tahun.
VI. | PEMAKAIAN KENDARAAN DAN ALAT ALAT BERAT

Mesin Gilas Jalan Untuk Pemakaian Setiap Hari (7 jam/hari, tidak

termasuk biaya operasional)

— Berat kurang dari 6 (enam) Ton

Rp100.000,00/hari

— berat 6 (enam) sampai dengan 8
(delapan) Ton

Rp150.000,00/hari

— berat 9 (sembilan) sampai dengan 10
(sepuluh) Ton

Rp150.000,00/hari

— berat 11 (sebelas) sampai dengan 12
(dua belas) Ton

Rp150.000,00/hari




2. | Untuk penggunaan mesin jenis Lain setiap jam
— Wheel Loader 95 HP Rp60.000,00/jam
— Motor Grader 110 HP Rp75.000,00/jam
— Dump Truck 3,5 M3 Rp25.000,00/jam
— Aspalt Sprayer 200 Ltr Rp12.000,00/jam
— Vibrator Mixer 200 Kg Rp12.000,00/jam
— Vibrator Rammer 200 Kg Rp15.000,00/jam
— Vibrator Plate Tamper 200 Kg Rp15.000,00/jam
— Vibrator Roller 500 Kg Rp15.000,00/jam
— Beton Moelen 0,25 M3 Rp10.000,00/jam
— Air Compressor Rp12.500,00/jam
—  Water Pump @ 4 Rp15.000,00/jam
— Genset 3 KVA Rp15.000,00/jam
— Theodolite Rp12.500,00/jam
3. | Excavator dan Tronton
A. Exavator
— untuk tiga jam pertama Rp400.000,00
— untuk setiap jam (selanjutnya) Rp150.000,00/jam
B. Tronton
— setiap pengiriman dalam wilayah Rp150.000,00/jam
Kabupaten Lumajang
— setiap pengiriman di luar wilayah Rp300.000,00/jam
Kabupaten Lumajang
VII. | PEMAKATAN/PENGGUNAAN ALAT ALAT PERTANIAN
— 1 (satu) unit Hand Traktor Rp600.000,00/ha
— 1 (satu) unit Cultivator Rp250.000,00/ha
— 1 (satu) unit Power threasher Rp250.000,00/ha
VIIL PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU MILIK
PEMERINTAH DAERAH
— Rawa untuk budidaya ikan secara Rp500,00/m< (setiap tahun)
intensif
— Rawa untuk budidaya ikan secara Rp200,00/m< (setiap tahun)
tradisional
IX. | JENIS LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM/JENIS TEST
A. | PENGUJIAN LAPANGAN
1. Penyondiran Ringan Rp300,000.00/titik
2. DCP Rp50,000.00/titik
3. Test Pit (CBR) Lapangan Rp200,000.00/titik
4. Sand Cone Rp100,000.00/titik
B. | PENGUJIAN PEMAKAIAN ASPAL
1. Ekstraksi Rp40,000.00/uji
2. Core Drill Rp100,000.00/uji
3. Berat Isi Rp20,000.00/uji




PENGUJIAN / TEST UJI BETON

1. Kuat Tekan Beton

Rp21,000.00/titik

2. Hammer Test

Rp10,000.00/titik

3. Mix Design Beton

Rp500,000.00/uji

4. Slump test

Rp20,000.00/titik

PENGUJIAN TANAH BAHAN JALAN :

1. Abrasi Test

Rp80,000.00/titik

2. Gradasi

Rp50,000.00/titik

3. Berat Jenis

- Penyerapan Agregat Halus

Rp50,000.00/titik

- Penyerapan Agregat Kasar

Rp50,000.00/titik

Berat Isi

Rp30,000.00/titik

Kadar Lumpur

Rp50,000.00/titik

Kelekatan Agregat Terhadap Aspalt

Rp50,000.00/titik

Mix Design Agregat

Rp300,000.00/titik

Sand Equivalent

Rp45,000.00/titik

O X N b

Kadar Air

Rp21,000.00/titik

10. Atterberg LL / PL /PI

Rp30,000.00/titik

11. Pemadatan Standart

Rp100,000.00/titik

12. Pemadatan Modified

Rp120,000.00/titik

13. CBR Standart

Rp100,000.00/titik

14. CBR Modified

Rp100,000.00/titik

PEMANFAATAN FASILITAS KEBUGARAN (FITNESS) PADA BKOR - PIPPM

KELOMPOK TARIF
PAKET PENGGUNA
INSIDENTIL BERLANGGANAN
A Umum Rp5.000,00 Rp50.000,00/bulan
Fitness Pelajar Rp4.000,00 Rp40.000,00/bulan
B Umum Rp5.000,00 Rp30.000,00/bulan
Aerobik Pelajar Rp4.000,00 Rp20.000,00/bulan
C Umum Rp60.000,00/bulan
Fitness dan Pelajar Rp40.000,00/bulan
Aerobik




IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TANAH PERMANEN DAN TIDAK
PERMANEN (PKDP)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden RI nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lumajang Tahun 2012 — 2032

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Peraturan Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
dan Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

—

vk

Pindaian Formulir Permohonan ;

Pindaian KTP Pemohon/penanggungjawab
utilitas/sarana;

Akta Pendirian/perubahan Badan Usaha dan
pengesahannya (Jika permohonan PKDP berbentuk
badan usaha);

Pindaian Informasi Rencana Tata Ruang (SITR);
Pindaian Surat izin Berusaha/Perizinan Berusaha
pemilik utilitas/sarana

Pindaian Site plan rencana pendirian utilitas/sarana




yang berisikan : lokasi, titik koordinat, dan gambar
teknis

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru,
perubahan atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen
permohonan izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke
verifikator izin melalui sistem elektronik dan Perjalanan
Permohonan Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan
rekomendasi melalui sistem elektronik dan Perjalanan
Permohonan Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap
data permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin  melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan
atau penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh
dokumen izin yang sudah disahkan atau sudah
ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (TTE)
oleh Kadinas ke database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon




4. | Jangka Waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya dokumen perizinan
Pelayanan secara lengkap dan benar
5. | Biaya / Tarif Tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
6. | Produk Surat keputusan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah
Pelayanan Permanen Dan Tidak Permanen (PKDP)
7. | Penanganan 1. |Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama
memenuhi persyaratan
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan
Pelaksana dan nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap
atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis
maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
yang dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

antara lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh
Hati Untuk Mendorong Investasi

2. Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung




14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :

Pelayanan

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh
Hati Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara

struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan
Masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada
masyarakat




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG

NOMOR

: 8 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 OKTOBER 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO JENIS RETRIBUSI BESARAN TARIF
1 2 3
I. PEMAKAIAN TANAH
1. Pemakaian tanah permanen Rp500,00/m</bulan.
2. Pemakaian tanah Non Permanen Rp5.000,00/m4/(sekali pakai)
II. PEMAKAIAN TANAH UNTUK PEMASANGAN REKLAME
1.| 1. Reklame Papan/Bilboard Rp7.500,00/m4/bulan.
2. | 2. Reklame Kain atau Spanduk Rp5.000,0/m</bulan.
ITII. | PEMAKAIAN TANAH UNTUK RUMAH/BANGUNAN DAN TENDA/TEROP
1. Rumah Permanen Rp7.500,00/m4/tahun.
2. Rumah Semi Permanen Rp1.000,00/m4/tahun.
3. Rumah Sederhana Rp500,00/m<4/tahun.
4. Tenda/Terop Rp1.000,00/m4/(sekali pasang)
5. Tempat jemuran, penimbunan Rp2.500,00/m2/tahun.
barang dan bahan lainnya
6. Pembuatan jembatan diatas saluran Rp2.500,00/m4/tahun.
IV. | PEMAKAIAN TANAH UNTUK BUDIDAYA IKAN
1. Budidaya Ikan (kolam) Tradisional Rp150,00/m4/tahun.
2. Budidaya Ikan (kolam) Secara Intensif Rp200,00/m< /tahun.
3. Budidaya Tkan  (kolam)  secara | Rp750,00/mZ /tahun.
swakelola
V. PEMAKAIAN RUMAH DINAS
1. Rumah Dinas di wilayah Ibu Kota Rp3.000,00/m2/tahun.
Kabupaten
2. Rumah Dinas di wilayah Ibu Kota Rp2.000,00/m2/tahun.
Kecamatan
3. Rumah Dinas di wilayah Pedesaan Rp750,00/m<4/tahun.
VI. | PEMAKAIAN KENDARAAN DAN ALAT ALAT BERAT

Mesin Gilas Jalan Untuk Pemakaian Setiap Hari (7 jam/hari, tidak

termasuk biaya operasional)

— Berat kurang dari 6 (enam) Ton

Rp100.000,00/hari

— berat 6 (enam) sampai dengan 8
(delapan) Ton

Rp150.000,00/hari

— berat 9 (sembilan) sampai dengan 10
(sepuluh) Ton

Rp150.000,00/hari

— berat 11 (sebelas) sampai dengan 12
(dua belas) Ton

Rp150.000,00/hari




2. | Untuk penggunaan mesin jenis Lain setiap jam
— Wheel Loader 95 HP Rp60.000,00/jam
— Motor Grader 110 HP Rp75.000,00/jam
— Dump Truck 3,5 M3 Rp25.000,00/jam
— Aspalt Sprayer 200 Ltr Rp12.000,00/jam
— Vibrator Mixer 200 Kg Rp12.000,00/jam
— Vibrator Rammer 200 Kg Rp15.000,00/jam
— Vibrator Plate Tamper 200 Kg Rp15.000,00/jam
— Vibrator Roller 500 Kg Rp15.000,00/jam
— Beton Moelen 0,25 M3 Rp10.000,00/jam
— Air Compressor Rp12.500,00/jam
—  Water Pump @ 4 Rp15.000,00/jam
— Genset 3 KVA Rp15.000,00/jam
— Theodolite Rp12.500,00/jam
3. | Excavator dan Tronton
A. Exavator
— untuk tiga jam pertama Rp400.000,00
— untuk setiap jam (selanjutnya) Rp150.000,00/jam
B. Tronton
— setiap pengiriman dalam wilayah Rp150.000,00/jam
Kabupaten Lumajang
— setiap pengiriman di luar wilayah Rp300.000,00/jam
Kabupaten Lumajang
VII. | PEMAKATAN/PENGGUNAAN ALAT ALAT PERTANIAN
— 1 (satu) unit Hand Traktor Rp600.000,00/ha
— 1 (satu) unit Cultivator Rp250.000,00/ha
— 1 (satu) unit Power threasher Rp250.000,00/ha
VIIL PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU MILIK
PEMERINTAH DAERAH
— Rawa untuk budidaya ikan secara Rp500,00/m< (setiap tahun)
intensif
— Rawa untuk budidaya ikan secara Rp200,00/m< (setiap tahun)
tradisional
IX. | JENIS LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM/JENIS TEST
A. | PENGUJIAN LAPANGAN
1. Penyondiran Ringan Rp300,000.00/titik
2. DCP Rp50,000.00/titik
3. Test Pit (CBR) Lapangan Rp200,000.00/titik
4. Sand Cone Rp100,000.00/titik
B. | PENGUJIAN PEMAKAIAN ASPAL
1. Ekstraksi Rp40,000.00/uji
2. Core Drill Rp100,000.00/uji
3. Berat Isi Rp20,000.00/uji




PENGUJIAN / TEST UJI BETON

1. Kuat Tekan Beton

Rp21,000.00/titik

2. Hammer Test

Rp10,000.00/titik

3. Mix Design Beton

Rp500,000.00/uji

4. Slump test

Rp20,000.00/titik

PENGUJIAN TANAH BAHAN JALAN :

1. Abrasi Test

Rp80,000.00/titik

2. Gradasi

Rp50,000.00/titik

3. Berat Jenis

- Penyerapan Agregat Halus

Rp50,000.00/titik

- Penyerapan Agregat Kasar

Rp50,000.00/titik

Berat Isi

Rp30,000.00/titik

Kadar Lumpur

Rp50,000.00/titik

Kelekatan Agregat Terhadap Aspalt

Rp50,000.00/titik

Mix Design Agregat

Rp300,000.00/titik

Sand Equivalent

Rp45,000.00/titik

O X N b

Kadar Air

Rp21,000.00/titik

10. Atterberg LL / PL /PI

Rp30,000.00/titik

11. Pemadatan Standart

Rp100,000.00/titik

12. Pemadatan Modified

Rp120,000.00/titik

13. CBR Standart

Rp100,000.00/titik

14. CBR Modified

Rp100,000.00/titik




IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH MILIK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG (PKDPU)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden RI nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lumajang Tahun 2012 — 2032

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Peraturan Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
dan Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

wn =

Pindaian Formulir Permohonan ;

Pindaian KTP Pemohon/penanggungjawab

Pindaian Photo lokasi dan Titik Koordinat jika
pengajuan baru atau SKRD lunas dibayar dan SK
PKDPU lama atau yang pernah diterbitkan apabila
perpanjangan izin (pilih salah satu)




Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru,
perubahan atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen
permohonan izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke
verifikator izin melalui sistem elektronik dan Perjalanan
Permohonan Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan
rekomendasi melalui sistem elektronik dan Perjalanan
Permohonan Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap
data permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin  melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan
atau penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh
dokumen izin yang sudah disahkan atau sudah
ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (TTE)
oleh Kadinas ke database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon




4. | Jangka Waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya dokumen perizinan
Pelayanan secara lengkap dan benar
5. | Biaya / Tarif Tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
6. | Produk Surat Keputusan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Dinas
Pelayanan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PKDPU)
7. | Penanganan 1. |Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama
memenuhi persyaratan
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan
Pelaksana dan nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap
atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis
maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
yang dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

antara lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh




Hati Untuk Mendorong Investasi

2. Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan

prasarana pendukung

14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :

Pelayanan

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh
Hati Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara

struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan
Masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada
masyarakat




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG

NOMOR

: 8 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 OKTOBER 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO JENIS RETRIBUSI BESARAN TARIF
1 2 3
I. PEMAKAIAN TANAH
1. Pemakaian tanah permanen Rp500,00/m</bulan.
2. Pemakaian tanah Non Permanen Rp5.000,00/m4/(sekali pakai)
II. PEMAKAIAN TANAH UNTUK PEMASANGAN REKLAME
1.| 1. Reklame Papan/Bilboard Rp7.500,00/m4/bulan.
2. | 2. Reklame Kain atau Spanduk Rp5.000,0/m</bulan.
ITII. | PEMAKAIAN TANAH UNTUK RUMAH/BANGUNAN DAN TENDA/TEROP
1. Rumah Permanen Rp7.500,00/m4/tahun.
2. Rumah Semi Permanen Rp1.000,00/m4/tahun.
3. Rumah Sederhana Rp500,00/m<4/tahun.
4. Tenda/Terop Rp1.000,00/m4/(sekali pasang)
5. Tempat jemuran, penimbunan Rp2.500,00/m2/tahun.
barang dan bahan lainnya
6. Pembuatan jembatan diatas saluran Rp2.500,00/m4/tahun.
IV. | PEMAKAIAN TANAH UNTUK BUDIDAYA IKAN
1. Budidaya Ikan (kolam) Tradisional Rp150,00/m4/tahun.
2. Budidaya Ikan (kolam) Secara Intensif Rp200,00/m< /tahun.
3. Budidaya Tkan  (kolam)  secara | Rp750,00/mZ /tahun.
swakelola
V. PEMAKAIAN RUMAH DINAS
1. Rumah Dinas di wilayah Ibu Kota Rp3.000,00/m2/tahun.
Kabupaten
2. Rumah Dinas di wilayah Ibu Kota Rp2.000,00/m2/tahun.
Kecamatan
3. Rumah Dinas di wilayah Pedesaan Rp750,00/m<4/tahun.
VI. | PEMAKAIAN KENDARAAN DAN ALAT ALAT BERAT

Mesin Gilas Jalan Untuk Pemakaian Setiap Hari (7 jam/hari, tidak

termasuk biaya operasional)

— Berat kurang dari 6 (enam) Ton

Rp100.000,00/hari

— berat 6 (enam) sampai dengan 8
(delapan) Ton

Rp150.000,00/hari

— berat 9 (sembilan) sampai dengan 10
(sepuluh) Ton

Rp150.000,00/hari

— berat 11 (sebelas) sampai dengan 12
(dua belas) Ton

Rp150.000,00/hari




2. | Untuk penggunaan mesin jenis Lain setiap jam
— Wheel Loader 95 HP Rp60.000,00/jam
— Motor Grader 110 HP Rp75.000,00/jam
— Dump Truck 3,5 M3 Rp25.000,00/jam
— Aspalt Sprayer 200 Ltr Rp12.000,00/jam
— Vibrator Mixer 200 Kg Rp12.000,00/jam
— Vibrator Rammer 200 Kg Rp15.000,00/jam
— Vibrator Plate Tamper 200 Kg Rp15.000,00/jam
— Vibrator Roller 500 Kg Rp15.000,00/jam
— Beton Moelen 0,25 M3 Rp10.000,00/jam
— Air Compressor Rp12.500,00/jam
—  Water Pump @ 4 Rp15.000,00/jam
— Genset 3 KVA Rp15.000,00/jam
— Theodolite Rp12.500,00/jam
3. | Excavator dan Tronton
A. Exavator
— untuk tiga jam pertama Rp400.000,00
— untuk setiap jam (selanjutnya) Rp150.000,00/jam
B. Tronton
— setiap pengiriman dalam wilayah Rp150.000,00/jam
Kabupaten Lumajang
— setiap pengiriman di luar wilayah Rp300.000,00/jam
Kabupaten Lumajang
VII. | PEMAKATAN/PENGGUNAAN ALAT ALAT PERTANIAN
— 1 (satu) unit Hand Traktor Rp600.000,00/ha
— 1 (satu) unit Cultivator Rp250.000,00/ha
— 1 (satu) unit Power threasher Rp250.000,00/ha
viIL | PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU MILIK
PEMERINTAH DAERAH
— Rawa untuk budidaya ikan secara Rp500,00/mZ (setiap tahun)
intensif
— Rawa untuk budidaya ikan secara Rp200,00/mZ (setiap tahun)
tradisional
IX. | JENIS LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM/JENIS TEST
A. | PENGUJIAN LAPANGAN
1. Penyondiran Ringan Rp300,000.00/titik
2. DCP Rp50,000.00/titik
3. Test Pit (CBR) Lapangan Rp200,000.00/titik
4. Sand Cone Rp100,000.00/titik
B. | PENGUJIAN PEMAKAIAN ASPAL

1. Ekstraksi

Rp40,000.00/uji

2. Core Dirill

Rp100,000.00/uji

3. Berat Isi

Rp20,000.00/uji




PENGUJIAN / TEST UJI BETON

1. Kuat Tekan Beton

Rp21,000.00/titik

2. Hammer Test

Rp10,000.00/titik

3. Mix Design Beton

Rp500,000.00/uji

4. Slump test

Rp20,000.00/titik

PENGUJIAN TANAH BAHAN JALAN :

1. Abrasi Test

Rp80,000.00/titik

2. Gradasi

Rp50,000.00/titik

3. Berat Jenis

- Penyerapan Agregat Halus

Rp50,000.00/titik

- Penyerapan Agregat Kasar

Rp50,000.00/titik

Berat Isi

Rp30,000.00/titik

Kadar Lumpur

Rp50,000.00/titik

Kelekatan Agregat Terhadap Aspalt

Rp50,000.00/titik

Mix Design Agregat

Rp300,000.00/titik

Sand Equivalent

Rp45,000.00/titik

O X N b

Kadar Air

Rp21,000.00/titik

10. Atterberg LL / PL /PI

Rp30,000.00/titik

11. Pemadatan Standart

Rp100,000.00/titik

12. Pemadatan Modified

Rp120,000.00/titik

13. CBR Standart

Rp100,000.00/titik

14. CBR Modified

Rp100,000.00/titik

PEMANFAATAN FASILITAS KEBUGARAN (FITNESS) PADA BKOR - PIPPM

KELOMPOK TARIF
PAKET PENGGUNA
INSIDENTIL BERLANGGANAN
A Umum Rp5.000,00 Rp50.000,00/bulan
Fitness Pelajar Rp4.000,00 Rp40.000,00/bulan
B Umum Rp5.000,00 Rp30.000,00/bulan
Aerobik Pelajar Rp4.000,00 Rp20.000,00/bulan
C Umum Rp60.000,00/bulan
Fitness dan Pelajar Rp40.000,00/bulan
Aerobik




IZIN PEMAKAIAN TEMPAT (ALUN-ALUN/HUTAN KOTA/EMBONG KEMBAR)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah

4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2005
tentang Penggunaan/ Pemakaian Fasilitas Umum
Lapangan Utama Alun-Alung Kabupaten Lumajang

5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

1. Pindaian Surat permohonan izin pemakaian tempat ke
DLH;

2. Pindaian Surat permohonan izin pemakaian tempat ke
DPMPTSP

3. Pindaian Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan




rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin

melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya dokumen perizinan
Pelayanan secara lengkap dan benar
5. | Biaya / Tarif Gratis / Tanpa Biaya
6. | Produk Surat keputusan Izin pemakaian tempat
Pelayanan
7. | Penanganan 1. |Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Berlaku sesuai tanggal dan hari permohonan izin pemakaian
tempat
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi




8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan

10.

Kompetensi
Pelaksana

Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan

nonperizinan meliputi :

> Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah

» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik

» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan

» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer

11.

Penanganan
Internal

Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

12.

Jumlah
Pelaksana

Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.

13.

Jaminan
Pelayanan

Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung

14.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat




IZIN PRAKTIK DOKTER

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPAD SATU PINTU

Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

NO | KOMPONEN

URAIAN

1. | Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran;

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

4. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

2. | Persyaratan
Pelayanan

Pindaian Asli Surat Persetujuan/ Rekomendasi dari pimpinan

1. | Puskesmas Wilayah Setempat (Bagi Pengajuan SIP di
Praktik Dokter Mandiri) bertanda tangan basah;
2. | Pindaian Ijazah asli;
3 Khusus Permohonan Praktik Mandiri dilengkapi dengan :
" | *Praktik Dokter Mandiri : Pindaian Denah Ruang Praktik
Khusus Permohonan Praktik Mandiri dilengkapi dengan :
4. | *Praktik Dokter Mandiri : Pindaian MOU pengelolaan
limbah medis yang masih berlaku
Khusus Permohonan Praktik Mandiri dilengkapi dengan :
5. | *Praktik Dokter Mandiri : Pindaian Foto Sarana dan
Prasarana Tempat Praktik
6 Khusus Permohonan Praktik Mandiri dilengkapi dengan :
" | *Praktik Dokter Mandiri : Pindaian Pakta Integritas
7. | Pindaian KTP yang masih berlaku;
8 Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm, latar
" | belakang berwarna merah
9 Pindaian Permohonan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter di
" | Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Praktik Mandiri
10 Pindaian SIP Dokter Kesatu, Kedua (Bagi Pengajuan SIP
" | Dokter Kedua, Ketiga)
11. | Pindaian STR yang diterbitkan dan Dilegalisasi Asli oleh KKI
12 | Pindaian Surat Keterangan dan persetujuan dari Pimpinan




di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bertanda tangan
basah (Bagi pengajuan SIP kesatu) atau Surat Keterangan
dan persetujuan dari Pimpinan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Pengajuan SIP Dokter di Faskes I dan Faskes
II) bertanda tangan basah (Bagi pengajuan SIP kedua) atau
Surat Keterangan dan persetujuan dari Pimpinan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Pengajuan SIP Dokter di Faskes I,
Faskes II dan Faskes III) bertanda tangan basah (Bagi
Pengajuan SIP Ketiga)

13.

Pindaian Surat Keterangan Jadwal Praktik

14.

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah)

15.

Pindaian Surat Pernyataan Dokter bertanda tangan basah

16.

Pindaian Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Kerja di
Fasilitas Kesehatan bertandatangan basah

17.

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak




melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10. | Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11. | Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12. | Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13. | Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.
5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya
6. | Produk Surat keputusan Izin Praktik Dokter
Pelayanan
7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@Iumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR.
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri




dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.

13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :
Pelayanan
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung
4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara
15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

NO | KOMPONEN URATAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran;

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

5. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu..

2. | Persyaratan 1. | Pindaian Denah Ruang Praktik (Khusus Permohonan Praktik
Pelayanan Mandiri);
2. | Pindaian Foto Sarana dan Prasarana Tempat Praktik

(Khusus Permohonan Praktik Mandiri);

3. | Pindaian Ijazah asli;

4. | Pindaian KTP yang masih berlaku;

5. | Pindaian MOU pengelolaan limbah medis yang masih
berlaku (Khusus Permohonan Praktik Mandiri);

6. | Pindaian Pakta Integritas (Khusus Permohonan Praktik

Mandiri);

7. | Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;
8. | Pindaian Permohonan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi di

Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Praktik Mandiri;

9. | Pindaian SIP Dokter Gigi Kesatu, Kedua (Bagi Pengajuan

SIP Dokter Gigi Kedua, Ketiga);

10. | Pindaian STR yang diterbitkan dan dilegalisasi Asli oleh KKI;
11. | Pindaian Surat Keterangan dan persetujuan dari Pimpinan

di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bertanda tangan
basah (Bagi pengajuan SIP kesatu) atau Surat Keterangan
dan persetujuan dari Pimpinan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Pengajuan SIP Dokter di Faskes I dan Faskes
II) bertanda tangan basah (Bagi pengajuan SIP kedua) atau




Surat Keterangan dan persetujuan dari Pimpinan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Pengajuan SIP Dokter di Faskes I,
Faskes II dan Faskes III) bertanda tangan basah (Bagi
Pengajuan SIP Ketiga);

12

Pindaian Keterangan Jadwal Praktik;

13.

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

14.

Pindaian Surat Pernyataan Dokter bertanda tangan basah;

15.

Pindaian Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Kerja di
Fasilitas Kesehatan bertandatangan basah;

16.

Pindaian Surat Rekomendasi dari Kepala Puskesmas
Setempat (Khusus Permohonan Praktik Mandiri);

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau




penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11. | Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12. | Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13. | Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.
5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya
6. | Produk Surat keputusan Izin Praktik Dokter Gigi
Pelayanan
7. | Penanganan 1. |Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
> Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

antara lain :




1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan

prasarana pendukung

14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :

Pelayanan

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain -

1. | evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara

struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran;

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

5. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Pindaian Asli Surat Persetujuan/ Rekomendasi dari pimpinan
Puskesmas Wilayah Setempat (Bagi Pengajuan SIP di
Praktik Dokter Spesialis Mandiri) bertanda tangan basah;

Pindaian Denah Ruang Praktik (Khusus Permohonan Praktik
Dokter Spesialis Mandiri);

Pindaian Foto Sarana dan Prasarana Tempat Praktik
(Khusus Permohonan Praktik Dokter Spesialis Mandiri);

Pindaian Ijazah asli;

Pindaian KTP yang masih berlaku;

Pindaian MOU pengelolaan limbah medis yang masih
berlaku (Khusus Permohonan Praktik Dokter Spesialis
Mandiri);

Pindaian Pakta Integritas (Khusus Permohonan Praktik
Dokter Spesialis Mandiri);

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Permohonan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter
Spesialis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Praktik Mandiri;

10.

Pindaian SIP Dokter Spesialis Kesatu, Kedua (Bagi
Pengajuan SIP Dokter Spesialis Kedua, Ketiga);

11.

Pindaian STR yang diterbitkan dan Dilegalisasi Asli oleh KKI

12

Pindaian Surat Keterangan dan persetujuan dari Pimpinan




di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bertanda tangan
basah (Bagi pengajuan SIP kesatu) atau Surat Keterangan
dan persetujuan dari Pimpinan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Pengajuan SIP Dokter di Faskes I dan Faskes
II) bertanda tangan basah (Bagi pengajuan SIP kedua) atau
Surat Keterangan dan persetujuan dari Pimpinan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Pengajuan SIP Dokter di Faskes I,
Faskes II dan Faskes III) bertanda tangan basah (Bagi
Pengajuan SIP Ketiga);

13.

Pindaian Surat Keterangan Jadwal Praktik;

14.

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

15.

Pindaian Surat Pernyataan Dokter Spesialis bertanda tangan
basah;

16.

Pindaian Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Kerja di
Fasilitas Kesehatan bertandatangan basah;

17.

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis




dianggap disetujui oleh pemohon
pengesahan draft surat keputusan izin
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

untuk diajukan
ke Kepala Dinas

10. | Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11. | Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12. | Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13. | Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.
5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya
6. | Produk Surat keputusan Izin Praktik Dokter Spesialis
Pelayanan
7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri

dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6




orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.

13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :
Pelayanan
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung
4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara
15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | Ealuasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran;

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

5. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Pindaian Asli Surat Persetujuan/ Rekomendasi dari
pimpinan Puskesmas Wilayah Setempat (Bagi Pengajuan
SIP di Praktik Dokter Gigi Spesialis Mandiri) bertanda
tangan basah

Pindaian Ijazah asli

Pindaian Khusus Permohonan Praktik Mandiri dilengkapi
dengan : *Praktik Dokter Gigi Spesialis Mandiri (b. Pakta
Integritas)

Pindaian Khusus Permohonan Praktik Mandiri dilengkapi
dengan : *Praktik Dokter Gigi Spesialis Mandiri (c. Foto
Sarana dan Prasarana Tempat Praktik)

Pindaian Khusus Permohonan Praktik Mandiri dilengkapi
dengan : *Praktik Dokter Gigi Spesialis Mandiri (d. Denah
Ruangan Praktik)

Pindaian Khusus Permohonan Praktik Mandiri dilengkapi
dengan : *Praktik Dokter Gigi Spesialis Mandiri (e. MOU
pengelolaan limbah medis yang masih berlaku)

N

Pindaian KTP yang masih berlaku;

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Permohonan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi
Spesialis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Praktik
Mandiri;

10.

Pindaian STR yang diterbitkan dan dilegalisasi Asli oleh KKI;




11.

Pindaian Pakta Integritas (Khusus Permohonan Praktik
Mandiri);

12

Pindaian Surat Keterangan dan persetujuan dari Pimpinan
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bertanda tangan
basah (Bagi pengajuan SIP kesatu) atau Surat Keterangan
dan persetujuan dari Pimpinan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Pengajuan SIP Dokter di Faskes I dan Faskes
II) bertanda tangan basah (Bagi pengajuan SIP kedua)
atau Surat Keterangan dan persetujuan dari Pimpinan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pengajuan SIP Dokter di
Faskes I, Faskes II dan Faskes III) bertanda tangan basah
(Bagi Pengajuan SIP Ketiga);

13.

Pindaian Keterangan Jadwal Praktik (format terlampir);

14.

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan
Pemerintah);

15.

Pindaian Surat Pernyataan Dokter Gigi Spesialis bertanda
tangan basah (format terlampir);

16.

Pindaian Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Kerja di
Fasilitas Kesehatan

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan
rekomendasi melalui sistem elektronik dan Perjalanan
Permohonan Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft




tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10. | Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11. | Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12. | Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13. | Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.
5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya
6. | Produk Surat keputusan Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
Pelayanan
7. | Penanganan 1. |Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.




12.

Jumlah
Pelaksana

Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.

13.

Jaminan
Pelayanan

Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto :
Hati Untuk Mendorong Investasi

Melayani Sepenuh

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan

prasarana pendukung

14.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan

prasarana pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN KERJA RADIOGRAFER

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Permenkes RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer

5. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
dan Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

—

Pindaian Ijazah asli;

N

Pindaian KTP yang masih berlaku;

w

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm
latar belakang berwarna merah;

Pindaian Surat Permohonan SIKR;

Pindaian SIKR Kesatu (Bagi Pengajuan SIKR Kedua)

Pindaian STRR yang masih berlaku;

Nk

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan
Pemerintah);

Pindaian Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana
Pelayanan Kesehatan atau yang menyatakan masih
bekerja pada sarana yang bersangkutan;

Pindaian Surat Permohonan atau Persetujuan Asli dari
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan
SIKR Kedua);

10.

Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di
Fasilitas Kesehatan Tenaga Radiografer;

11.

Pindaian Surat Pernyataan Radiografer;

12.

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan




informasi dan formulir perizinan untuk izin baru,
perubahan atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan
rekomendasi melalui sistem elektronik dan Perjalanan
Permohonan Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap
data permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin  melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan
atau penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh
dokumen izin yang sudah disahkan atau sudah
ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh
Kadinas ke database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Izin Kerja Radiografer
Pelayanan

7. | Penanganan 1. |Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan




Pengaduan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464

3. Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id

4, Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id

5. Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. Komputer dan Printer
3. Alat Tulis
4, Scanner
5. Kursi Antrian
6. Area Parkir
7. Televisi
8 Wifi
9. Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh
Hati Untuk Mendorong Investasi
2. Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto :
Hati Untuk Mendorong Investasi

Melayani Sepenuh

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja




3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan

elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara

struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan
Masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada
masyarakat.




IZIN KERJA TEKNISI GIGI (SIKTG)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Permenkes RI Nomor 54 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi

5. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Pindaian Surat Permohonan Surat Ijin Kerja;

Pindaian STR yang masih berlaku;

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

PN =

Pindaian Surat Rekomendasi Atasan, bila pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;

U

Pindaian Surat Rekomendasi Kepala Puskesmas Setempat,
bila Praktik Mandiri;

Pindaian Surat Pernyataan Tenaga Kesehatan;

Pindaian Ijazah asli;

Pindaian KTP yang masih berlaku;

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

Pindaian SIKTG pertama (Bagi Pengajuan SIKTG Kedua)

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan




izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.
5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya
6. | Produk Surat keputusan Izin Kerja Teknisi Gigi
Pelayanan
7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke :

pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id




4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id

5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara




15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan

5. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Pindaian Surat Permohonan Surat Ijin Praktik;

Pindaian STR yang masih berlaku;

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Pindaian Ijazah asli;

Pindaian KTP yang masih berlaku;

o R W

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Surat Permohonan atau Persetujuan dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIP Okupasi
terapis kedua)

Pindaian SIP Okupasi terapis Kesatu (Bagi Pengajuan SIP
Okupasi terapis kedua);

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

10.

Pindaian Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan
Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada
sarana yang bersangkutan;

11.

Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Kesehatan Tenaga Okupasi terapis;

Pindaian Surat Pernyataan Okupasi terapis

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan




informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Izin Praktik Okupasi terapis
Pelayanan

7. | Penanganan 1. [ Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan




Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@Iumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana Okupasi
terapis dan prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung




Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara

struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan

5. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Pindaian Surat Permohonan Surat Ijin Praktik;

Pindaian STR yang masih berlaku;

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Pindaian Ijazah asli;

Pindaian KTP yang masih berlaku;

o R W

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Surat Permohonan atau Persetujuan dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIP terapis
wicara kedua)

Pindaian SIP terapis wicara Kesatu (Bagi Pengajuan SIP
terapis wicara kedua);

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

10.

Pindaian Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan
Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada
sarana yang bersangkutan;

11.

Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Kesehatan Tenaga terapis wicara;

Pindaian Surat Pernyataan terapis wicara

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan




informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Izin Praktik terapis wicara
Pelayanan

7. | Penanganan 1. [ Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan




Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@Iumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan




prasarana pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN PRAKTIK TEKNIK KARDIOVASKULER

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan

5. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Pindaian Surat Permohonan Surat Ijin Praktik;

Pindaian STR yang masih berlaku;

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Pindaian Ijazah asli;

Pindaian KTP yang masih berlaku;

o R W

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Surat Permohonan atau Persetujuan dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIP Teknik
Kardiovaskuler)

Pindaian SIP Teknik Kardiovaskuler Kesatu (Bagi Pengajuan
SIP Teknik Kardiovaskuler kedua);

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

10.

Pindaian Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan
Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada
sarana yang bersangkutan;

11.

Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Kesehatan Tenaga Teknik Kardiovaskuler;

Pindaian Surat Pernyataan Teknik Kardiovaskuler

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan




informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler
Pelayanan

7. | Penanganan 1. [ Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan




Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@Iumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana




pendukung

Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara

struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN PRAKTIK TEKNISI PELAYANAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan

5. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Pindaian Surat Permohonan Surat Ijin Praktik;

Pindaian STR yang masih berlaku;

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Pindaian Ijazah asli;

Pindaian KTP yang masih berlaku;

A A b B

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

N

Pindaian Surat Permohonan atau Persetujuan dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIP Teknisi
Pelayanan Darah kedua)

Pindaian SIP Radioterapis Kesatu (Bagi Pengajuan SIP
Teknisi Pelayanan Darah kedua);

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

10.

Pindaian Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan
Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada
sarana yang bersangkutan;

11.

Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Kesehatan Tenaga Teknisi Pelayanan Darah;

Pindaian Surat Pernyataan Teknisi Pelayanan Darah

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan




informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
Pelayanan

7. | Penanganan 1. [ Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan




Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@Iumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana




pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN PRAKTIK AUDIOLOGIST

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444
LUMAJANG-67316

NO | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum | : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan

5. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

2. | Persyaratan Pindaian Surat Permohonan Surat Ijin Praktik;

Pelayanan Pindaian STR yang masih berlaku;

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Pindaian Ijazah asli;

Pindaian KTP yang masih berlaku;

o R W

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

7. | Pindaian Surat Permohonan atau Persetujuan dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIP
Audiologist kedua)

8. | Pindaian SIP Audiologist Kesatu (Bagi Pengajuan SIP
Audiologist kedua);

9. | Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

10. | Pindaian Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan
Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada
sarana yang bersangkutan;

11. | Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Kesehatan Tenaga Audiologist;

12 | Pindaian Surat Pernyataan Audiologist

3. | Prosedur : | 1. | Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
Pelayanan elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

2. | Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan




informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Izin Praktik Audiologist
Pelayanan

7. | Penanganan 1. [ Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan




Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@Iumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung




4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIK

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan

5. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu..

Persyaratan
Pelayanan

Pindaian Surat Permohonan Surat Ijin Praktik;

Pindaian STR yang masih berlaku;

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Pindaian Ijazah asli;

Pindaian KTP yang masih berlaku;

o R W

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Surat Permohonan atau Persetujuan dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIP Fisikawan
Medik kedua)

Pindaian SIP Fisikawan Medik Kesatu (Bagi Pengajuan SIP
Fisikawan Medik kedua);

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

10.

Pindaian Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan
Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada
sarana yang bersangkutan;

11.

Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Kesehatan Tenaga Fisikawan Medik;

Pindaian Surat Pernyataan Fisikawan Medik

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan




informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Izin Praktik Fisikawan Medik
Pelayanan

7. | Penanganan 1. [ Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan




Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@Iumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung




4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN PRAKTIK RADIOTERAPIS

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444
LUMAJANG-67316

NO | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum | : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan

5. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

2. | Persyaratan 1. | Pindaian Surat Permohonan Surat Ijin Praktik;
Pelayanan 2. | Pindaian STR yang masih berlaku;
3. | Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
4. | Pindaian Ijazah asli;
5. | Pindaian KTP yang masih berlaku;
6. | Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;
7. | Pindaian Surat Permohonan atau Persetujuan dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIP
Radioterapis kedua)
8. | Pindaian SIP Radioterapis Kesatu (Bagi Pengajuan SIP
Radioterapis kedua);
9. | Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);
10. | Pindaian Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan
Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada
sarana yang bersangkutan;
11. | Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Kesehatan Tenaga Radioterapis;
12 | Pindaian Surat Pernyataan Radiogterapis
3. | Prosedur : | 1. | Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
Pelayanan elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika

belum memiliki akun.

2. | Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan




informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Izin Praktik Radioterapis
Pelayanan

7. | Penanganan 1. [ Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan




Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@Iumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung




4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN PRAKTIK ORTOTIK PROSTETIK

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan

5. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Pindaian Surat Permohonan Surat Ijin Praktik;

Pindaian STR yang masih berlaku;

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Pindaian Ijazah asli;

Pindaian KTP yang masih berlaku;

QAR IWIN =

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Surat Permohonan atau Persetujuan dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIP Ortotik
Prostetik kedua)

Pindaian SIP Ortotik Prostetik Kesatu (Bagi Pengajuan SIP
Ortotik Prostetik kedua);

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

10.

Pindaian Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan
Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada
sarana yang bersangkutan;

11.

Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Kesehatan Tenaga Ortotik Prostetik;

Pindaian Surat Pernyataan Ortotik Prostetik

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan




informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Izin Praktik Ortotik Prostetik
Pelayanan

7. | Penanganan 1. [ Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan




Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@Iumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung




4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN PRAKTIK ENTOMOLOG KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan

5. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor RI 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Pindaian Surat Permohonan Surat Ijin Praktik;

Pindaian STR yang masih berlaku;

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Pindaian Ijazah asli;

Pindaian KTP yang masih berlaku;

QR IWIN =

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Surat Permohonan atau Persetujuan dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIP
Entomolog Kesehatan kedua)

Pindaian SIP Entomolog Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan
SIP Entomolog Kesehatan kedua);

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

10.

Pindaian Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan
Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada
sarana yang bersangkutan;

11.

Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Kesehatan Tenaga Entomolog Kesehatan;

Pindaian Surat Pernyataan Entomolog Kesehatan

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan




informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Izin Praktik Entomolog Kesehatan
Pelayanan

7. | Penanganan 1. |Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan




Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
> Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan
Perizinan yang dilaksanakan
> Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana




pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN PRAKTIK MIKROBIOLOG KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan

5. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Pindaian Surat Permohonan Surat Ijin Praktik;

Pindaian STR yang masih berlaku;

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Pindaian Ijazah asli;

Pindaian KTP yang masih berlaku;

o R W

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Surat Permohonan atau Persetujuan dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIP
Mikrobiolog Kesehatan kedua)

Pindaian SIP Mikrobiolog Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan
SIP Mikrobiolog Kesehatan kedua);

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

10.

Pindaian Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan
Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada
sarana yang bersangkutan;

11.

Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Kesehatan Tenaga Mikrobiolog Kesehatan;

Pindaian Surat Pernyataan Mikrobiolog Kesehatan

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan




informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan
Pelayanan

7. | Penanganan 1. [ Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan




Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@Iumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung




4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444
LUMAJANG-67316

NO | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2014
tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
6. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah
8. Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Yankestrad Komplementer
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
2. | Persyaratan 1. | Pindaian KTP yang masih berlaku;
Pelayanan 2. | Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;
3. | Pindaian Permohonan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
(STPT);
4. | Pindaian Surat Keterangan Lokasi tempat Praktik dari
Kelurahan atau Desa;
5. | Pindaian Surat Pengantar Puskesmas;
6. | Pindaian Surat Rekomendasi dari Asosiasi Sejenis atau Surat
Keterangan dari Tempat Kegiatan Magang;
3. | Prosedur 1. | Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
Pelayanan elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika

belum memiliki akun.

2. | Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

3. | Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan




Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.
5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya
6. | Produk Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
Pelayanan
7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :

dpmptsp.lumajangkab.go.id




lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Masa Berlaku 3 Tahun
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :
Pelayanan
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung
4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara
15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal

Kinerja

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara




Pelaksana

lain :

Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

4. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelayanan

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Permohonan SIPB-Faskes

Pindaian Ijazah asli;

Pindaian KTP yang masih berlaku;

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Permohonan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di
Fasilitas Kesehatan;

Pindaian SIPB Kesatu (Bagi Pengajuan SIPB Kedua) atau
unggah Surat Pernyataan Pengajuan Faskes Pertama Bidan;

Pindaian STRB yang masih berlaku;

Pindaian Surat Keterangan/Rekomendasi Asli dari Pimpinan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, (Bagi Pengajuan SIPB di
Fasilitas Kesehatan);

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

Pindaian Surat Permohonan atau Persetujuan Asli dari
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIPB
Kedua) atau unggaj Surat Pernyataan Pengajuan Faskes
Pertama Bidan (Bagi Pengajuan SIPB Pertama);

10.

Pindaian Surat Pernyataan Bidan;

11.

Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Kesehatan;

12.

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IBI);

Permohonan SIPB-Ponkesdes

Pindaian Foto Denah Ruangan Praktik




2. | Pindaian Foto Tempat dan Ruangan Praktik , Peralatan
Praktik/Alat Kesehatan dan Obat-obatan sesuai dengan
ketentuan peralatan yang berlaku

3. | Pindaian Ijazah asli;

4. | Pindaian KTP yang masih berlaku;

5. | Pindaian Pakta Integritas Tenaga Bidan;

6. | Pindaian Pas Photo Berwarna ukuran 4x6 cm (Latar
Belakang Merah);

7. | Pindaian Permohonan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di
Fasilitas Kesehatan;

8. | Pindaian SIPB Kesatu (Bagi Pengajuan SIPB Kedua) atau
Unggah Surat Pernyataan Pengajuan Faskes Pertama Bidan;

9. | Pindaian STRB yang masih berlaku;

10. | Pindaian Surat Keterangan/Rekomendasi Asli dari Pimpinan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, (Bagi Pengajuan SIPB di
Fasilitas Kesehatan);

11. | Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

12. | Pindaian Surat Permohonan atau Persetujuan Asli dari
Fasilitas Pelayanan Ke Satu (Bagi Pengajuan SIPB Kedua)
atau Unggah Surat Pernyataan Pengajuan Faskes Pertama
Bidan (Bagi Pengajuan SIPB Pertama);

13. | Pindaian Surat Pernyataan Bidan;

14. | Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Kesehatan;

15. | Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IBI)
Permohonan SIPB-Mandiri

1. | Pindaian Dokumen Kerjasama/MOU Penanganan Limbah
Medis/B3 atau surat pernyataan bermaterai kesanggupan
mengelola limbah medis/B3;

2. | Pindaian Foto Denah Ruangan Praktik;

3. | Pindaian Foto Tempat dan Ruangan Praktik, Peralatan
Praktik/Alat Kesehatan dan Obat Obatan Sesuai dengan
Ketentuan Peralatan yang Berlaku;

4. | Pindaian Ijazah asli;

5. | Pindaian KTP yang masih berlaku;

6. | Pindaian Pakta Integritas Tenaga Bidan;

7. | Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

8. | Pindaian Permohonan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di
Praktik Bidan Mandiri;

9. | Pindaian SIPB Kesatu (Bagi Pengajuan SIPB Kedua) atau
Unggah Surat Pernyataan Faskes Pertama Bidan;

10. | Pindaian STRB yang masih berlaku dan dilegalisir;

11. | Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

12. | Pindaian Surat Permohonan atau Persetujuan Asli dari
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIPB
kedua) atau Unggah Surat Pernyataan Faskes Pertama
Bidan;

13. | Pindaian Surat Pernyataan Bidan;

14. | Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas




Kesehatan;

15.

Pindaian Surat Persetujuan/Rekomendasi dari Pimpinan
Puskesmas Wilayah Setempat ;

16.

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IBI)

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah




ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13. | Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.
5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya
6. | Produk Surat keputusan Izin Praktik Bidan
Pelayanan
7. | Penanganan 1. |Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@Iumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal
Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara

lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan

prasarana pendukung




14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :

Pelayanan

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

NO | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
4. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang
Keperawatan
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
2. | Persyaratan Permohonan SIPP-Faskes
Pelayanan 1. | Pindaian Ijazah asli;

2. | Pindaian KTP yang masih berlaku;

3. | Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

4. | Pindaian Permohonan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) di
Fasilitas Kesehatan;

5. | Pindaian SIPP Kesatu (Bagi Pengajuan SIPP kedua);

6. | Pindaian STR Perawat yang masih Berlaku;

7. | Pindaian Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pimpinan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Bagi Pengajuan SIPP di
Fasilitas Kesehatan);

8. | Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

9. | Pindaian Surat Permohonan atau Persetujuan dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIPP kedua)

10. | Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Kesehatan;

11. | Pindaian Surat Pernyataan Perawat;

12. | Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat

(PPNI)




Permohonan SIPP - Mandiri

Pindaian Dokumen Kerjasama/MOU Penanganan Limbah
Medis/B3 atau surat pernyataan bermaterai kesanggupan
mengelola limbah medis/B3;

Pindaian KTP yang masih berlaku;

w

Pindaian Foto Denah Ruangan Praktik;

Pindaian Foto Tempat dan Ruangan Praktik , Peralatan
Praktik/Alat Kesehatan dan Obat-obatan sesuai dengan
ketentuan peralatan yang berlaku;

Pindaian Ijazah asli;

S b

Pindaian Pakta Integritas Tenaga Perawat;

N

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm, latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Permohonan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
Praktik Mandiri;

Pindaian SIPP Kesatu (Bagi Pengajuan SIPP kedua);

10.

Pindaian STR Perawat yang masih Berlaku;

11.

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

12.

Pindaian Surat Permohonan atau Persetujuan Asli dari
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIPP
kedua);

13.

Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Kesehatan;

14.

Pindaian Surat Pernyataan Perawat;

15.

Surat Persetujuan/Rekomendasi dari Pimpinan Wilayah
Puskesmas Setempat (Bagi Pengajuan SIPP Mandiri);

16.

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat
(PPNI)

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data




perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

8. | Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

9. | Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10. | Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11. | Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12. | Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13. | Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Izin Praktik Perawat
Pelayanan

7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464

3. | Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id

4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id

5. | Melalui Facebook : lapor lumajang

8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer

3. | Alat Tulis

4. | Scanner

5. | Kursi Antrian

6. | Area Parkir

7. | Televisi

8 | Wifi

9. | Media bacaan dan informasi layanan

10. | free kopi dan teh di ruang layanan




10.

Kompetensi
Pelaksana

Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan

nonperizinan meliputi :

> Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah

» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik

» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan

> Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer

11.

Penanganan
Internal

Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

12.

Jumlah
Pelaksana

Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.

13.

Jaminan
Pelayanan

Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung

14.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

NO | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
4. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 / Menkes /
Per / V / 2011 Tentang Registrasi , Izin Praktik , dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
2. | Persyaratan 1. | Pindaian Ijazah asli;
Pelayanan 2. | Pindaian KTP masih berlaku;

3. | Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

4. | Pindaian Permohonan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);

5. | Pindaian SIPA kesatu (Bagi Pengajuan SIPA kedua);

6. | Pindaian STRA yang masih Berlaku;

7. | Pindaian Surat Keterangan Jadwal Praktik;

8. | Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

9. | Pindaian Surat Pernyataan Apoteker;

10. | Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja Tenaga
Apoteker;

11. | Pindaian Surat Persetujuan Atasan Langsung dari Sarana
Pelayanan Kesehatan/Pemilik Apotek;

12. | Pindaian Surat persetujuan dari fasilitas pelayanan
kesehatan/pemilik apotek kesatu (Bagi Pengajuan SIPA
kedua);

13. | Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IAI)




Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

Jangka Waktu
Pelayanan

3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Lengkap.




5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya
6. | Produk Surat keputusan Surat Izin Praktik Apoteker
Pelayanan
7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada DPMPTSP berjumlah 16 orang yang
Pelaksana terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat
fungsional, 6 orang petugas pelayanan frontoffice dan 6 orang
petugas pelayanan backoffice yang melaksanakan tugas dan
fungsinya masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. \ Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati




Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

NO | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
4. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 / Menkes /
Per / V / 2011 Tentang Registrasi , Izin Praktik , dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
2. | Persyaratan 1. | Pindaian Ijazah asli;
Pelayanan 2. | Pindaian KTP yang masih berlaku;

3. | Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

4. | Pindaian Permohonan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis
Kefarmasian (SIPTTK);

5. | Pindaian SIPTTK Kesatu (Bagi Pengajuan SIPTTK Kedua);

6. | Pindaian STRTTK yang masih berlaku;

7. | Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

8. | Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja Tenaga
Teknis Kefarmasian;

9. | Pindaian Surat Pernyataan Tenaga Teknis Kefarmasian;

10. | Pindaian Surat Persetujuan Atasan Langsung (Apoteker
Penanggungjawab)

11. | Pindaian Surat Persetujuan dari Fasilitas Pelayanan
Kesehatan/Pemilik Apotek Kesatu (Bagi Pengajuan SIPTTK
Kedua);

12. | Pindaian Surat Persetujuan dari Kepala Instansi Pelayanan
Kesehatan/Pemilik Apotek;

13. | Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PAFI);




Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

Jangka Waktu
Pelayanan

3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Lengkap.




5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya
6. | Produk Surat keputusan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
Pelayanan
7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. \ Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati




Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

NO | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
4. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik
Tenaga Gizi
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
2. | Persyaratan 1. | Pindaian Ijazah asli;
Pelayanan 2. | Pindaian KTP yang masih berlaku;
3. | Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;
4. | Pindaian Permohonan Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
(SIKTGz);
5. | Pindaian SIKTGz pertama (Bagi Pengajuan SIKTGz Kedua)
6. | Pindaian STRTGz yang masih berlaku;
7. | Pindaian Surat Keterangan/Rekomendasi Kepala Instansi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. | Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);
9. | Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;
10. | Pindaian Surat Pernyataan Tenaga Gizi;
11. | Pindaian Surat Persetujuan Asli dari Kepala Instansi
Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIKTGz
Kedua);
12. | Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
3. | Prosedur 1. | Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
Pelayanan elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.
2. | Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan




informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Surat Izin Kerja Tenaga Gizi

Pelayanan




7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada DPMPTSP berjumlah 16 orang yang
Pelaksana terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat
fungsional, 6 orang petugas pelayanan front office dan 6 orang
petugas pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan
fungsinya masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana




pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium
Medik

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Pindaian Ijazah asli;

Pindaian KTP yang masih berlaku;

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Permohonan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi
Laboratorium Medik;

Pindaian SIP-ATLM Pertama (Bagi Pengajuan SIP-ATLM
Kedua)

Pindaian STR-ATLM yang masih berlaku;

Pindaian Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Pertama (Bagi Pengajuan SIP-ATLM
Kedua);

Pindaian Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pimpinan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

10.

Pindaian Surat Pernyataan Ahli Teknologi Laboratorium
Medik;

11.

Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;

12

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;




Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

Jangka Waktu
Pelayanan

3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Lengkap.




5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya
6. | Produk Surat keputusan/ Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium
Pelayanan Medik
7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan




Keselamatan

nonperizinan meliputi :

Pelayanan
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung
4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara
15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Pindaian Ijazah asli;

N

Pindaian KTP yang masih berlaku;

w

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Permohonan Surat Izin Praktik Anestesi (SIPPA);

Pindaian SIPPA Kesatu (Bagi Pengajuan SIPPA Kedua);

Pindaian STRPA yang masih berlaku;

Nk

Pindaian Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pimpinan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

®©

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja Penata
Anestesi;

10.

Pindaian Surat Pernyataan Penata Anestesi;

11.

Pindaian Surat Persetujuan dari Pimpinan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIPPA
Kedua);

12.

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Penata
Anestesi (IPAI);

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan




informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Surat Izin Praktik Penata Anestesi
Pelayanan

7. | Penanganan 1. [ Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan




Pengaduan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464

3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id

4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id

5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana




pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIPTGM)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

NO | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
4. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
2. | Persyaratan Permohonan SIPTGM -FASKES
Pelayanan 1. | Pindaian ijazah asli;
2. | Pindaian KTP yang masih berlaku
3. | Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;
4. | Pindaian Permohonan Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan
Mulut (SIPTGM) Fasilitas Kesehatan
5. | Pindaian SIPTGM pertama (Bagi Pengajuan SIPTGM kedua)
6. | Pindaian STRTGM yang masih Berlaku
7. | Pindaian Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pimpinan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Bagi Pengajuan SIPTGM
Fasilitas Kesehatan)
8. | Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah)
9. | Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja Terapis
Gigi dan Mulut
10. | Pindaian Surat Pernyataan Terapis Gigi dan Mulut
11. | Pindaian Surat Persetujuan dari Kepala Instansi Pelayanan
Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIPTGM kedua)
12. | Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi




Permohonan SIPTGM - MANDIRI

Pindaian Dokumen Kerjasama/MOU Penanganan Limbah
Medis atau B3;

Pindaian Foto Denah Ruangan Praktik;

w

Pindaian Foto Tempat dan Ruangan Praktik , Peralatan
Praktik/Alat Kesehatan dan Obat-obatan sesuai dengan
ketentuan peralatan yang berlaku;

Pindaian Ijazah asli;

Pindaian KTP yang masih berlaku;

Pindaian Pakta Integritas Praktik Terapis Gigi dan Mulut

Nk

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah

o

Pindaian Permohonan Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan
Mulut (SIPTGM) - Praktik Mandiri

Pindaian SIPTGM pertama (Bagi Pengajuan SIPTGM kedua)

10.

Pindaian STRTGM yang masih Berlaku ;

11.

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah)

12.

Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja Terapis
Gigi dan Mulut

13.

Pindaian Surat Pernyataan Terapis Gigi dan Mulut

14.

Pindaian Surat Persetujuan dari Kepala Instansi Pelayanan
Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIPTGM kedua)

15.

Pindaian Surat Persetujuan/Rekomendasi dari Pimpinan
Wilayah Puskesmas Setempat (Bagi Pengajuan SIPTGM -
Praktik Mandiri)

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui




sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin

melalui akun pemohon

Jangka Waktu
Pelayanan

3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Lengkap.

U

Biaya / Tarif

Gratis / tanpa biaya

Produk
Pelayanan

Surat keputusan Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut

Penanganan
Pengaduan

1.

Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

2.

Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464

Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id

Hw

Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id

Melalui Facebook : lapor lumajang

Masa Berlaku

<\
o)
>

gikuti Masa Berlaku STR

0|

Sarana dan
Prasarana

HwooNoUhWN -

Bangunan Gedung Pelayanan
Komputer dan Printer

Alat Tulis

Scanner

Kursi Antrian

Area Parkir

Televisi

Wifi

Media bacaan dan informasi layanan

free kopi dan teh di ruang layanan




10.

Kompetensi
Pelaksana

Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan

nonperizinan meliputi :

> Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah

» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik

» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan

> Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer

11.

Penanganan
Internal

Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

12.

Jumlah
Pelaksana

Personil di Bidang PTSP Pada DPMPTSP berjumlah 16 orang yang
terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat
fungsional, 6 orang petugas pelayanan front office dan 6 orang
petugas pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan
fungsinya masing-masing.

13.

Jaminan
Pelayanan

Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung

14.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

NO | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
4. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Tenaga Sanitarian
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
2. | Persyaratan 1. | Pindaian Ijazah asli;
Pelayanan 2. | Pindaian KTP yang masih berlaku;
3. | Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;
4. | Pindaian Permohonan Surat Izin Kerja Tanaga Sanitarian
(SIKTS);
5. | Pindaian SIKTS Kesatu (Bagi Pengajuan SIKTS Kedua)
6. | Pindaian Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pimpinan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. | Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);
8. | Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;
9. | Pindaian Surat Pernyataan Tenaga Sanitarian;
10. | Pindaian Surat Persetujuan/Rekomendasi dari Kepala
Instansi Pelayanan Kesehatan (Bagi Pengajuan SIKTS
Kedua);
11. | Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Tenaga
Sanitarian (HAKLI)
12. | Pindaian STR-TS yang masih berlaku;
3. | Prosedur 1. | Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem

Pelayanan

elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika




belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian




Pelayanan

7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@Iumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id, lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana




pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

NO | KOMPONEN URATAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
4. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun
2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Elektromedis;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
2. | Persyaratan 1. Pindaian Permohonan Surat Izin Praktik Penata
Pelayanan Elektromedis (SIP-E);
2. Pindaian STR-E yang masih berlaku;
3. Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Penata
Elektromedis;
4, Pindaian Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pimpinan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja
Elektomedik;
6. Pindaian Surat Pernyataan Tenaga Elektromedik;
7. Pindaian Ijazah asli;
8. Pindaian KTP yang masih berlaku;
9. Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat 1Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan
Pemerintah);
10. | Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;
3. | Prosedur 1. Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
Pelayanan elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.
2. Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan

informasi dan formulir perizinan untuk izin baru,
perubahan atau perpanjangan sesuai yang diajukan;




Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan
rekomendasi melalui sistem elektronik dan Perjalanan
Permohonan Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap
data permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin  melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan
atau penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Surat Izin Praktik Elektromedis
Pelayanan

7. | Penanganan 1. Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

2. Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-




328-6464
3. Mengirim Email ke
pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id
4, Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. Komputer dan Printer
3. Alat Tulis
4, Scanner
5. Kursi Antrian
6. Area Parkir
7. Televisi
8 Wifi
9. Media bacaan dan informasi layanan
10. | free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan
Perizinan yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh
Hati Untuk Mendorong Investasi
2. Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :
Pelayanan

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung




Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. |evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara

struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan
Masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada
masyarakat.




SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS (SIPPK)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

4. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun 2017
Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog
Klinis ;

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Permohonan SIPPK-Faskes

Pindaian ijazah asli;

Pindaian KTP yang masih berlaku;

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Permohonan Surat Izin Praktik Psikolog Klinis
(SIPPK)

Pindaian SIP PSIKOLOG pertama (Bagi Pengajuan SIP
PSIKOLOG kedua)

o

Pindaian STRPK yang masih Berlaku

N

Pindaian Surat Keterangan Jadwal Praktik Psikolog Klinis

Pindaian Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pimpinan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Bagi Pengajuan di Faskes I,
Faskes II, Faskes III)

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah)

10.

Pindaian Surat Pernyataan domisili tempat kerja Psikolog
Klinis

11.

Pindaian Surat Pernyataan Psikolog Klinis

12.

Pindaian Surat Persetujuan dari Kepala Instansi Pelayanan
Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIP PSIKOLOG kedua)

13.

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi




Permohonan SIPPK-Mandiri

Pindaian Foto Denah Ruangan Praktik;

nN

Pindaian Foto Tempat dan Ruangan Praktik, Peralatan
Praktik/Alat Kesehatan dan Obat-obatan sesuai dengan
ketentuan peralatan yang berlaku

Pindaian ijazah asli;

Pindaian KTP yang masih berlaku;

Pindaian Pakta Integritas Tenaga Psikolog Klinis

ok W

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Permohonan Surat Izin Praktik Psikolog Klinis
(SIPPK);

SIP PSIKOLOG pertama (Bagi Pengajuan SIP PSIKOLOG
kedua);

Pindaian STRPK yang masih Berlaku;

10.

Pindaian Surat Keterangan Jadwal Praktik Psikolog Klinis;

11.

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

12.

Pindaian Surat Pernyataan domisili tempat kerja Psikolog
Klinis;

13.

Pindaian Surat Pernyataan Psikolog Klinis;

14.

Pindaian Surat Persetujuan dari Kepala Instansi Pelayanan
Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIP PSIKOLOG kedua);

15.

Pindaian Surat Persetujuan/Rekomendasi dari Pimpinan
Puskesmas Wilayah Setempat (Bagi Pengajuan SIP Psikolog
Klinis (SIPPK) Mandiri);

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen




(PPD);

8. | Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

9. | Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10. | Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11. | Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12. | Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13. | Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Surat Izin Praktik Psikolog Klinis
Pelayanan

7. | Penanganan 1. |Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464

3. | Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id

4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id

5. | Melalui Facebook : lapor lumajang

8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer

3. | Alat Tulis

4. | Scanner

5. | Kursi Antrian

6. | Area Parkir

7. | Televisi

8 | Wifi

9. | Media bacaan dan informasi layanan

10. | free kopi dan teh di ruang layanan




10.

Kompetensi
Pelaksana

Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan
Perizinan yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer

11.

Penanganan
Internal

Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

12.

Jumlah
Pelaksana

Personil di Bidang PTSP Pada DPMPTSP berjumlah 16 orang yang
terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat
fungsional, 6 orang petugas pelayanan front office dan 6 orang
petugas pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan
fungsinya masing-masing.

13.

Jaminan
Pelayanan

Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung

14.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNKTUR TERAPIS (SIPAT)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

4. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis ;

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Permohonan SIPAT-Faskes

—

Pindaian Ijazah asli;

N

Pindaian KTP yang masih berlaku;

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Permohonan Surat Izin Tenaga Akupunktur
Terapis (SIPAT)

Pindaian SIPAT Kesatu (Bagi Pengajuan SIPAT kedua) atau
Surat Pernyataan Faskes Pertama Bagi Pengajuan SIPAT
kesatu;

o

Pindaian STR-AT yang masih Berlaku;

N

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

Pindaian Surat Permohonan atau Persetujuan dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIPAT
kedua);

Pindaian Surat Pernyataan domisili tempat kerja atau Surat
Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
tempat Akupunktur Terapis berpraktik;

10.

Pindaian Surat Pernyataan Tenaga Akupunktur Terapis;

11.

Pindaian Surat Persetujuan/Rekomendasi dari Pimpinan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Bagi Pengajuan Praktik di
Fasilitas Kesehatan);




12.

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Permohonan SIPAT-Mandiri

Pindaian Dokumen Kerjasama/MOU Penanganan Limbah
Medis/B3;

N

Foto Denah Ruangan Praktik;

Foto Tempat dan Ruangan Praktik , Peralatan Praktik/Alat
Kesehatan dan Obat-obatan sesuai dengan ketentuan
peralatan yang berlaku;

Pindaian Ijazah asli;

Pindaian KTP yang masih berlaku;

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Permohonan Surat Izin Tenaga Akupunktur
Terapis (SIPAT) — Praktek mandiri;

Pindaian Pakta Integritas Tenaga Akupuntur;

0| ®©

Pindaian SIPAT Kesatu (Bagi Pengajuan SIPAT kedua) atau
upload surat pernyataan faskes pertama (bagi pengajuan
SIPAT ke satu);

10.

Pindaian Pindaian STR-AT yang masih Berlaku;

11.

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

12.

Pindaian Surat Permohonan atau Persetujuan dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIPAT
kedua);

13.

Pindaian Surat Pernyataan domisili tempat kerja atau Surat
Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
tempat Akupunktur Terapis berpraktik;

14.

Pindaian Surat Pernyataan Tenaga Akupunktur Terapis;

15.

Pindaian Surat Persetujuan/Rekomendasi dari Pimpinan
Wilayah Puskesmas Setempat (Bagi Pengajuan SIPAT
Mandiri);

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui




sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

Jangka Waktu
Pelayanan

3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Lengkap.

U

Biaya / Tarif

Gratis / tanpa biaya

Produk
Pelayanan

Surat keputusan Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis

Penanganan
Pengaduan

1.

Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

2.

Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464

Mengirim Email ke
pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id

Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id

Melalui Facebook : lapor lumajang

Masa Berlaku

<\
o)
>

gikuti Masa Berlaku STR

0|

Sarana dan
Prasarana

HowooNoU RN

Bangunan Gedung Pelayanan
Komputer dan Printer

Alat Tulis

Scanner

Kursi Antrian

Area Parkir

Televisi

Wifi

Media bacaan dan informasi layanan
free kopi dan teh di ruang layanan




10.

Kompetensi
Pelaksana

Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan

nonperizinan meliputi :

> Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah

» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik

» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan

> Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer

11.

Penanganan
Internal

Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

12.

Jumlah
Pelaksana

Personil di Bidang PTSP Pada DPMPTSP berjumlah 16 orang yang
terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat
fungsional, 6 orang petugas pelayanan front office dan 6 orang
petugas pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan
fungsinya masing-masing.

13.

Jaminan
Pelayanan

Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung

14.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Pindaian Ijazah asli;

N

Pindaian KTP yang masih berlaku;

w

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);

Pindaian SIKRO Kesatu (Bagi Pengajuan SIKRO Kedua)

Pindaian STRRO yang masih berlaku;

Nk

Pindaian Surat Keterangan/Rekomendasi dari Kepala
Instansi Pelayanan Kesehatan;

®©

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;

10.

Pindaian Surat Pernyataan Tenaga Refraksionis Optisien;

11.

Pindaian Surat Persetujuan dari Kepala Instansi Pelayanan
Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIKRO Kedua);

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;




Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien
Pelayanan

7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-




328-6464

3. | Mengirim Email ke
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id

4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id

5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada DPMPTSP berjumlah 16 orang yang
Pelaksana terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat
fungsional, 6 orang petugas pelayanan front office dan 6 orang
petugas pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan
fungsinya masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber




| dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPIS

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
dan Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

—

Pindaian Ijazah asli;

N

Pindaian KTP yang masih berlaku;

w

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm
latar belakang berwarna merah;

Pindaian Surat Permohonan Surat Izin Kerja Fisioterapis;

Pindaian SIKF Kesatu (Bagi Pengajuan SIKF Kedua);

Pindaian STRF yang masih berlaku;

Nk

Pindaian Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pimpinan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan
Pemerintah);

Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

10.

Pindaian Surat Pernyataan Fisioterapis;

11.

Pindaian Surat Persetujuan dari Pimpinan Instansi
Pelayanan Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIKF
Kedua);

12.

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
Fisioterapis (IFI);

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.




Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru,
perubahan atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan
rekomendasi melalui sistem elektronik dan Perjalanan
Permohonan Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap
data permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin  melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan
atau penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh
dokumen izin yang sudah disahkan atau sudah
ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh
Kadinas ke database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Surat 1zin Kerja Fisioterapis

Pelayanan




7. | Penanganan 1. Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4, Scanner
5. Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 Wifi
9. Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan
Pelaksana dan nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada DPMPTSP berjumlah 16 orang
Pelaksana yang terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat
fungsional, 6 orang petugas pelayanan front office dan 6 orang
petugas pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan
fungsinya masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh
Hati Untuk Mendorong Investasi
2. Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

Pelayanan
1. Memberikan layanan dengan Motto Melayani
Sepenuh Hati Untuk Mendorong Investasi
2. Dalam melaksanakakan kegiatan layanan




menggunankan dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung

4, Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan
Siber dan Sandi Negara

15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
yang dilaksanakan setiap hari.

2. Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan

Masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan
kepada masyarakat.




SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

NO | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
4. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Perekam Medis
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
2. | Persyaratan 1. | Pindaian Ijazah asli;
Pelayanan 2. | Pindaian KTP yang masih berlaku;
3. | Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;
4. | Pindaian Surat Permohonan Surat Izin Kerja Perekam
Medis;
5. | Pindaian SIK Perekam Medis Kesatu (Bagi Pengajuan Surat
Izin Kerja Perekam Medis Kedua)
6. | Pindaian STR Perekam Medis yang masih berlaku;
7. | Pindaian Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pimpinan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. | Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);
9. | Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;
10. | Pindaian Surat Pernyataan Perekam Medis;
11. | Pindaian Surat Persetujuan dari Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan Surat Izin Kerja
Perekam Medis Kedua);
12. | Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
3. | Prosedur 1. | Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem

Pelayanan

elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika




belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.

5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya

6. | Produk Surat keputusan Surat 1zin Kerja Perekam Medis




Pelayanan

7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada DPMPTSP berjumlah 16 orang yang
Pelaksana terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat
fungsional, 6 orang petugas pelayanan front office dan 6 orang
petugas pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan
fungsinya masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan




dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung
4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan

elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara

struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (SIPTKT)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

—

Pindaian Ijazah asli;

N

Pindaian KTP yang masih berlaku;

Pindaian Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 cm latar
belakang berwarna merah;

Pindaian Surat Permohonan Surat Izin Praktik Tenaga
Kesehatan Tradisional (SIPTKT);

Pindaian SRTKT yang masih berlaku;

Pindaian SIPTKT pertama (Bagi Pengajuan SIPTKT Kedua)
atau surat pernyataan faskes pertama bagi SIPTKT kesatu;

Pindaian Surat Keterangan Jadwal Praktik Tenaga
Kesehatan Tradisional;

Pindaian Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pimpinan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Bagi Pengajuan di Faskes I,
Faskes II);

Pindaian Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang
Memiliki Surat Izin Praktik (Fasilitas Kesehatan Pemerintah);

10.

Pindaian Surat Pernyataan Domisili Tempat Kerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;

11.

Pindaian Surat Pernyataan Tenaga Kesehatan Tradisional;

12.

Pindaian Surat Persetujuan dari Kepala Instansi Pelayanan
Kesehatan Kesatu (Bagi Pengajuan SIPTKT Kedua);

Pindaian Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Prosedur

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem




Pelayanan

elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

Jangka Waktu
Pelayanan

3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Lengkap.

Biaya / Tarif

Gratis / tanpa biaya




6. | Produk Surat keputusan Surat 1zin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional
Pelayanan
7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada DPMPTSP berjumlah 16 orang yang
Pelaksana terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat
fungsional, 6 orang petugas pelayanan front office dan 6 orang
petugas pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan
fungsinya masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi




2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN PENYELENGGARAAN/ OPERASIONAL RUMAH SAKIT, PUSKESMAS, KLINIK, DAN UNIT
TRANFUSI DARAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN, TNI DAN POLRI YANG BELUM
MENERAPKAN PPK-BLU/BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

J1. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444
LUMAJANG-67316

NO | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum | : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan;

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2022
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan  Berusaha, Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan lainnya kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha,
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

8. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/Menkes/652/2022 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan
Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2. | Persyaratan 1. | Pindaian Formulir permohonan Izin Penyelenggaraan /
Pelayanan Operasional Klinik Pemkab, TNI/Polri PPK Non BLU/ BLUD;

2. | Pindaian KTP penanggungjawab yang masih berlaku;

3. | Pindaian KTP Dokter penanggungjawab yang masih
berlaku;

4. | Pindaian Surat Keputusan pendirian klinik;

5. | Pindaian Surat Informasi Rencana Tata Ruang/ Kesesuaian
Tata Ruang (SITR);

6. | Pindaian Dokumen Lingkungan Klinik (UKL UPL/SPPL);

7. | Pindaian Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Persetujuan

Bangungan Gedung Klinik;

8. | Pindaian Surat Keterangan Pertimbangan Persetujuan




Pendirian Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang;

Pindaian Profil Klinik meliputi nama dan alamat lengkap,
visi, misi, struktur organisasi dan waktu penyelenggaraan
klinik;

10.

Pindaian Dokumen self assessment klinik meliputi
kemampuan pelayanan Kklinik, pelayanan penunjang medik
(kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan
sarana, prasarana, peralatan dan SDM;

11.

Pindaian Izin operasional klinik yang sudah akan habis masa
berlakunya (untuk perpanjangan izin operasional;

12.

Pindaian Izin operasional klinik yang masih berlaku ( untuk
perubahan izin operasional);

13.

Pindaian Surat pernyataan perubahan nama klinik, jenis
klinik, jumlah layanan,dan/atau alamat klinik yang
ditandatangani penanggung jawab klinik (untuk perubahan
izin operasional

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan




pengesahan draft surat keputusan izin
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

ke Kepala Dinas

10. | Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11. | Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12. | Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13. | Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas dengan
Pelayanan Lengkap.
5. | Biaya / Tarif Gratis / tanpa biaya
6. | Produk Izin Penyelenggarakan/operasional Klinik (Pemerintah Non
Pelayanan BLU/BLUD)
7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Mengikuti Masa Berlaku STR
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri

dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya




masing-masing.

13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :
Pelayanan
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung
4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara
15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

NO | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Otoritas Veteriner

3. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah

6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

2. | Persyaratan 1. Pindaian Kartu Tanda Penduduk (KTP);
Pelayanan 2. Pindaian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3. Pindaian Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm background
biru;

4. Pindaian Ijazah Dokter Hewan asli;

5. Pindaian sertifikat kompetensi Dokter Hewan
yang diterbitkan organisasi profesi kedokteran
hewan;

6. Pindaian surat rekomendasi dari organisasi profesi
Kedokteran Hewan Indonesia Cabang jawa Timur VII
(PDHI) masa berlaku tidak lebih 3 bulan dari tanggal
penerbitan;

7. Pindaian surat keterangan pemenuhan tempat praktik
Dokter Hewan dari DKPP Kabupaten Lumajang masa
berlaku tidak lebih dari 3 bulan dari tanggal penerbitan;

8. Pindaian Surat Permohonan Surat Izin Praktik Dokter
Hewan

3. | Prosedur 1. | Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
Pelayanan elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.
2. | Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;




Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya dokumen perizinan
Pelayanan secara lengkap dan benar

5. | Biaya / Tarif Gratis / Tanpa Biaya

6. | Produk Surat keputusan Izin Praktek Dokter Hewan
Pelayanan

7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-




328-6464

3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id

4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id

5. | Melalui Facebook : lapor lumajang

8. | Masa Berlaku berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi
persyaratan
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal
Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :
Pelayanan

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana




pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.




IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN (SIPP
KESWAN)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Otoritas Veteriner

Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

o=

Pindaian KTP;

Pindaian NPWP;

Pindaian Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm background
biru;

Pindaian ijazah Pendidikan terakhir (Sarjana Kedokteran
Hewan/Diploma Kesehatan Hewan/ atau Ijazah Sekolah
Kejuruan Bidang Kesehatan Hewan) asli;

Pindaian Sertifikat Pelatihan Pelayanan Kesehatan
Hewan atau sejenis dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa
Timur dan SDM Kementan;

Pindaian Perjanjian Kerja sama penyeliaan dengan
Dokter Hewan;

Pindaian Surat rekomendasi dari Organisasi Paramedik
Veteriner Indonesia (PARAVETINDO / PAVETI *)
Kabupaten Lumajang masa berlaku tidak lebih dari 3
bulan sejak diterbitkan;

Pindaian Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh
Lembaga Sertifikat Profesi di Bidang Kesehatan Hewan
atau sejenis untuk SIPP Kesehatan Hewan yang masih
berlaku (Sertifikat Kompetensi Keswan);

Pindaian Surat keterangan pemenuhan persyaratan
Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner dari DKPP
Kabupaten Lumajang masa berlaku tidak lebih dari 3




bulan sejak diterbitkan;
10. Pindaian surat permohonan izin Paramedik Veteriner
Pelayanan Kesehatan Hewan

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin




| melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya dokumen perizinan
Pelayanan secara lengkap dan benar
5. | Biaya / Tarif Gratis / Tanpa Biaya
6. | Produk Surat keputusan Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Hewan (SIPP Keswan)
7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi
persyaratan
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal
Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara

lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja




Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung

14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :

Pelayanan

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara

struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat




IZIN

PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR (SIPP
INSEMINATOR)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Otoritas Veteriner

Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Surat Permohonan Izin Paramedik Veteriner Pelayanan
Inseminator

Pindaian KTP;
Pindaian NPWP;

Pindaian Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm
background biru;

Pindaian ijazah  pendidikan  terakhir  (Sarjana
Kedokteran Hewan/Diploma Kesehatan Hewan/ atau
[jazah Sekolah Kejuruan Bidang Kesehatan Hewan)
asli;

Pindaian Sertifikat Pelatihan Inseminasi Buatan (IB)
dari (Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan SDM
Kementan);

Pindaian Perjanjian Kerja sama penyeliaan dengan
Dokter Hewan;

Pindaian Surat rekomendasi dari Organisasi Paramedik
Veteriner Indonesia (PARAVETINDO / PAVETI *)
Kabupaten Lumajang masa berlaku tidak lebih dari 3
bulan sejak diterbitkan;

Pindaian sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh
Lembaga Sertifikat Profesi di Bidang Inseminasi Buatan




untuk SIPP Inseminator yang masih berlaku (Sertifikat
Kompetensi IB);

10. Pindaian Surat keterangan pemenuhan persyaratan
Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner dari DKPP
Kabupaten Lumajang masa berlaku tidak lebih dari 3
bulan sejak diterbitkan ;

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani




dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12. | Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13. | Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya dokumen perizinan
Pelayanan secara lengkap dan benar
5. | Biaya / Tarif Gratis / Tanpa Biaya
6. | Produk Surat keputusan Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator
Pelayanan (SIPP Inseminator)
7. | Penanganan 1. |Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi
persyaratan
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
> Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
> Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal
Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara

lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi




2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap saranadan prasarana

pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :
Pelayanan
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung
4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara
15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat




IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN
(SIPP PKB)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Otoritas Veteriner

Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Pindaian surat Permohonan Izin Paramedik Veteriner
Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan

Pindaian KTP;
Pindaian NPWP;

Pindaian Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm dengan
background biru;

Pindaian ijazah  pendidikan  terakhir  (Sarjana
Kedokteran Hewan/Diploma Kesehatan Hewan/ atau
[jazah Sekolah Kejuruan Bidang Kesehatan Hewan)
asli;

Pindaian Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh
Lembaga Sertifikat Profesi di Bidang Keahlian
Pemeriksaan  Kebuntingan Hewan untuk SIPP
Pemeriksaan Kebuntingan yang masih berlaku;

Pindaian Sertifikat Pelatihan Keahlian Pemeriksaan
Kebuntingan Hewan dari (Dinas Peternakan Provinsi
Jawa Timur dan SDM Kementan);

Pindaian Perjanjian Kerja sama penyeliaan dengan
Dokter Hewan;

Pindaian Surat rekomendasi dari Organisasi Paramedik
Veteriner Indonesia (PARAVETINDO / PAVETI *)




Kabupaten Lumajang masa berlaku tidak lebih dari 3
bulan sejak diterbitkan;

10. Pindaian Surat keterangan pemenuhan persyaratan
Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner dari DKPP
Kabupaten Lumajang masa berlaku tidak lebih dari 3
bulan sejak diterbitkan;

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani




dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12. | Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13. | Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya dokumen perizinan
Pelayanan secara lengkap dan benar
5. | Biaya / Tarif Gratis / Tanpa Biaya
6. | Produk Surat keputusan Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan
Pelayanan Kebuntingan (SIPP PKB)
7. | Penanganan 1. |Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi
persyaratan
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
> Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
> Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal
Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara

lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi




2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap saranadan prasarana

pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :
Pelayanan
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung
4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara
15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat




IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN TEKNIK REPRODUKSI (SIPP
ATR)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Otoritas Veteriner

Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Persyaratan
Pelayanan

Pindaian Surat Permohonan Izin Paramedik Veteriner
Pelayanan Teknik Reproduksi

Pindaian KTP;
Pindaian NPWP;

Pindaian Pas foto berwama ukuran 4 x 6 cm dengan
background biru;

Pindaian ijazah  pendidikan terakhir  (Sarjana
Kedokteran Hewan/Diploma Kesehatan Hewan/ atau
[jazah Sekolah Kejuruan Bidang Kesehatan Hewan)
asli;

Pindaian Sertifikat Pelatihan Pelayanan Teknik
Reproduksi atau sejenis dari Dinas Peternakan Provinsi
Jawa Timur dan SDM Kementan;

Pindaian Perjanjian Kerja sama penyeliaan dengan
Dokter Hewan;

Pindaian surat rekomendasi dari Organisasi Paramedik
Veteriner Indonesia (PARAVETINDO / PAVETI *)
Kabupaten Lumajang masa berlaku tidak lebih dari 3
bulan sejak diterbitkan;

Pindaian Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh
Lembaga Sertifikat Profesi di Bidang Teknik Reproduksi




atau sejenis untuk SIPP Teknik Reproduksi yang masih
berlaku;

10. Pindaian Surat keterangan pemenuhan persyaratan
Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner dari DKPP
Kabupaten Lumajang masa berlaku tidak lebih dari 3
bulan sejak diterbitkan;

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani




dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12. | Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13. | Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya dokumen perizinan
Pelayanan secara lengkap dan benar
5. | Biaya / Tarif Gratis / Tanpa Biaya
6. | Produk Surat keputusan Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik
Pelayanan Reproduksi (SIPP ATR)
7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenubhi
persyaratan
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal
Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara

lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati




Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan

prasarana pendukung

14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :

Pelayanan

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap saranadan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara

struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat




IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK KB DAN TK

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

NO | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

3. Permenpan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Surat Edaran Kemendikbudristek Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian
Satuan Pendidikan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

2. | Persyaratan 9. Pindaian Akta Notaris yayasan;
Pelayanan 10. Pindaian daftar Inventaris Barang Milik Sekolah;

11. Pindaian Foto buku tabungan nama Yayasan dengan
saldo minimal Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)

12. Pindaian Ijazah terakhir Kepala KB, Guru dan Karyawan
lainnya

13. Pindaian Bukti Pemilikan Tanah Dan Bangunan

14. Pindaian Kartu Keluarga (KK) siswa KB/ TK

15. Pindaian KTP Kepala KB / TK

16. Pindaian NIB (Nomor Induk Berusaha)

17. Pindaian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - KB / TK

18. Pindaian Pengesahan Akta Pendirian Berbadan Hukum
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

19. Pindaian Profil Lembaga dalam bentuk proposal

20. Pindaian SK Kepala KB / TK

21. Pindaian SK Komite KB / TK

22. Pindaian SK Pembagian Tugas Guru

23. Pindaian SK Pengurus Yayasan

24. Pindaian SK semua Guru dan karyawan lainnya

25. Pindaian Struktur Organisasi KB / TK

26. Pindaian Struktur Organisasi Komite KB / TK




27. Pindaian Struktur Organisasi Yayasan

28. Pindaian Surat Keterangan Domisili Lembaga KB / TK

29. Pindaian Surat permohonan Rekomendasi Izin Pendirian
Satuan Pendidikan KB / TK (lengkap dengan Tanda
Tangan Kepala KB / TK mengetahui Ketua Yayasan)

30. Pindaian Surat Pernyataan Kebenaran Data dan
Dokumen (bermaterai 10.000)

31. Pindaian Surat pernyataan sanggup melaksanakan
kurikulum yang berlaku

32. Pindaian Surat Persetujuan Tetangga Kanan/ Kiri
Lembaga

33. Pindaian Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah
Pendidikan Kecamatan Setempat

34. Pindaian Tata Tertib KB / TK

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.




10. | Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11. | Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12. | Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13. | Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya dokumen perizinan
Pelayanan secara lengkap dan benar
5. | Biaya / Tarif Gratis / Tanpa Biaya
6. | Produk Surat keputusan Izin pendirian satuan pendidikan
Pelayanan
7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke: pengaduan.dpmptsp@Iumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Berlaku selama lembaga/sekolah masih berdiri
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
e Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
e Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
e Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan
Perizinan yang dilaksanakan
e Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri

dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya




masing-masing.

13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal
Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :
Pelayanan
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung
4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara
15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana

lain :

1. | evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat




IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SD DAN SMP

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Permenpan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Surat Edaran Kemendikbudristek Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin
Pendirian Satuan Pendidikan;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

Pindaian Akta Pendirian Yayasan yang Berbadan Hukum

. Pindaian Daftar Buku Pelajaran dan Peralatan

Pendidikan yang diperlukan

Pindaian Daftar Inventaris Barang Milik Sekolah

Pindaian Daftar Nama Tenaga Pengajar dan Karyawan
lainnya

Pindaian Daftar Rencana Formasi kelas dan siswa
Pindaian Dokumen Foto Buku Tabungan nama Yayasan
dengan saldo minimal Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh
Juta Rupiah)

Pindaian Dokumen Foto dan Gambar bangunan sekolah
Pindaian Dokumen Foto Ruang Bimbingan Konseling
bagi SMP

Pindaian Dokumen Foto Ruang guru yang dilengkapi
dengan meja kursi untuk guru, KS dan staf
kependidikan (SD) dan satu ruang KS yang terpisah dari
ruang guru (SMP)

Pindaian Dokumen Foto ruang laboratorium (IT, IPA
dan IPS)

Pindaian Dokumen Foto Ruang Perpustakaan

Pindaian Dokumen Foto Ruang usaha Kesehatan




Sekolah (UKS)
1. Pindaian Dokumen Rencana Induk Pengembangan
Sekolah/ site plan

2. Pindaian Dokumen Rencana Jadwal Pelajaran

3. Pindaian Ijazah Pendidikan Terakhir untuk Guru
Pengajar/ Tenaga Kependidikan dan Karyawan lainnya

4. Pindaian KTP Kepala Sekolah/ Penanggung jawab

5. Pindaian NIB (Nomor Induk Berusaha)

6. Pindaian SK Pengesahan Akta Pendirian Berbadan

Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM

7. Pindaian Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian
Satuan Pendidikan SD/SMP (lengkap dengan Tanda
Tangan Kepala SD / SMP mengetahui Ketua Yayasan)

8. Pindaian Surat Pernyataan bahwa Jumlah calon peserta
didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD
(minimal 20 siswa, maksimal 28 siswa) dan untuk SMP
(minimal 20 siswa, maksimal 32 siswa)

9. Pindaian Surat Pernyataan bahwa Lokasi sekolah
dengan berjalan kaki, minimal 2 Km (SD) dan 5 km
(SMP) dari sekolah terdekat

10. Pindaian Surat Pernyataan bahwa untuk setiap
rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang
dilengkapi dengan meja dan kursi untuk peserta didik
dan guru, serta papan tulis

11. Pindaian Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan
Kurikulum yang berlaku

12. Pindaian Surat Status Kepemilikan Gedung Sekolah/
Surat Keterangan Kepemilikan Gedung

13. Pindaian Surat Status Kepemilikan Tanah / Surat
Keterangan Kepemilikan Tanah

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin
profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data




perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya dokumen perizinan
Pelayanan secara lengkap dan benar
5. | Biaya / Tarif Gratis / Tanpa Biaya
6. | Produk Surat keputusan Izin pendirian satuan pendidikan
Pelayanan
7. | Penanganan 1. |Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke: pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Berlaku selama lembaga/sekolah masih berdiri
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | free kopi dan teh di ruang layanan




10.

Kompetensi
Pelaksana

Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinandan
nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan
Perizinan yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer

11.

Penanganan
Internal

Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

12.

Jumlah
Pelaksana

Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.

13.

Jaminan
Pelayanan

Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung

14.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat




LAYANAN SURAT INFORMASI TATA RUANG (SITR)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Lumajang Tahun 2012 — 2032

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2021
Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
Perencanaan Perkotaan Tahun 2021-2041

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 85 Tahu 2021 Tentang Rencana Detail Tata
Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tahun 2021-
2041

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 tahun 2023
tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
Perencanaan Kedungjajang Tahun 2023-2043

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 tahun 2023
tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
Perencanaan Senduro Tahun 2023-2043

Persyaratan
Pelayanan

Formulir permohonan yang berisikan keterangan tentang
bentuk usaha, alamat usaha, rencana usaha, luas lahan
untuk usaha, titik ordinat usaha

Prosedur
Pelayanan

1. | Pemohon datang ke DPMPTSP melalui Petugas pelayanan
Front Office untuk mendapatkan informasi dan formulir
permohonan SITR yang telah disediakan;

2. | Pemohon mengisi formulir permohonan SITR sesuai dengan




rencana kegiatan usahanya ;

Petugas pelayanan Front office memeriksa isian formulir
permohonan SITR yang diajukan oleh pemohon;

Petugas pelayanan Front Office bersama dengan pemohon
menentukan titik ordinat lokasi rencana usaha di aplikasi
google earth sesuai dengan formulir permohonan SITR;

Petugas pelayanan Front Office bersama dengan pemohon
mencocokkan kembali titik ordinat lokasi rencana usaha
yang sudah ditentukan di aplikasi google earth sesuai
dengan formulir permohonan SITR;

Petugas pelayanan front office menyerahkan formulir
permohonan SITR dan print out hasil penentuan titik ordinat
lokasi rencana usaha ke Petugas Sekretariat DPMPTSP;

Petugas Sekretariat DPMPTSP membuat surat pengantar
permohonan SITR yang diotorisasi secara berjenjang dan
dikirim ke DPUTR;

Petugas dari Dinas PUTR mengirimkan SITR ke DPMPTSP;

Petugas Sekretariat DPMPTSP menerima SITR dari Dinas
PUTR dan diteruskan ke kadinas DPMPTSP dan
Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk diproses
lebih lanjut oleh penanggungjawab layanan SITR untuk
diproses lebih lanjut;

11.

penanggungjawab  layanan  SITR  menerima  dan
memverifikasi SITR dari Dinas PUTR,;

12.

penanggungjawab layanan SITR menyerahkan SITR ke
petugas pelayanan back office untuk dipindai (scan) dan
diarsip dalam bentuk softcopy di database produk perizinan;

13.

Petugas pelayanan back office memberikan salinan SITR ke
Petugas Pelayanan Front office ;

14

Petugas Pelayanan Front office memberikan SITR ke
pemohon.

Jangka Waktu
Pelayanan

3 (hari) Hari Kerja

u

Biaya / Tarif

Gratis / Tanpa Biaya

Produk
Pelayanan

Surat Informasi Tata Ruang (SITR)

Penanganan
Pengaduan

1.

Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

2.

Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464

Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id

Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id

5.

Melalui Facebook : lapor lumajang

Masa Berlaku

Berlaku selama rencana dan lokasi kegiatan usaha sesuai dengan
SITR yang diterbitkan oleh dinas teknis

Sarana dan
Prasarana

HwooNoUuhAhWNE

Bangunan Gedung Pelayanan
Komputer dan Printer

Alat Tulis

Scanner

Kursi Antrian

Area Parkir

Televisi

Wifi

Media bacaan dan informasi layanan
Free kopi dan teh di ruang layanan




10.

Kompetensi
Pelaksana

Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinandan
nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan
Perizinan yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer

11.

Penanganan
Internal

Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

12.

Jumlah
Pelaksana

Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.

13.

Jaminan
Pelayanan

Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung

14.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat




LAYANAN PENAGIHAN RETRIBUSI DAN PENERBITAN PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG (PBG)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran 72 (0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67312

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9
Tahun 2016  tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 54 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Kabupaten Lumajang No. 2 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.




Persyaratan 1. [SKRD PBG yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten
Lumajang
2. | Bukti setor atas pembayaran SKRD PBG yang sudah dibayar
oleh pemohon
Prosedur 1. | SKRD yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas DPKP
Pelayanan disampaikan secara elektonik melalui saluran komunikasi

(WA) kepada operator SIMBG di DPMPTSP;

2. | Operator SIMBG DPMPTSP memilih daftar pemohon yang
tertera pada Sistem SIMBG untuk disampaikan tagihan
pembayaran retribusi PBG-nya ;

3. | Operator SIMBG DPMPTSP menginput nomer SKRD dan
besar retribusi serta mengunggah berkas SKRD melalui
akun operator SIMBG ke akun SIMBG pemohon untuk
disampaikan tagihan pembayaran retribusi PBG-nya ;

4. | Pemohon membayar tagihan retribusi PBG yang besarannya
sesuai dengan SKRD yang tertera pada akun SIMBG-nya ke
rekening Bank Jatim, an. Bendahara Penerimaan DPKP,
nomor rekening : 0091311879;

5. | Pemohon mengunggah bukti setor pembayaran PBG ke
akun SIMBG-nya;

6. | Sub-Koordinator Sub-Substansi Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan II memverifikasi dan memvalidasi nomor
SKRD, besar retribusi, tanggal terbit retribusi, berkas
tagihan retribusi, tanggal pembayaran retribusi pada
berkas bukti pembayaran retribusi PBG melaui akun
pengawas SIMBG di DPMPTSP;

7. | Kepala DPMPTSP melakukan verifikasi dan validasi serta
persetujuan penerbitan PBG terhadap permohonan PBG
melalui akun SIMBG kepala dinas perizinan.

8. | Pemohon mencetak sendiri PBG yang sudah disetujui oleh
Kepala DPMPTSP melalui akun SIMBG pemohon

Jangka Waktu

2 (dua) Hari Kerja untuk penagihan retribusi dan penerbitan

Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dimana penenebitan PBG
dilaksanakan setelah pemohon membayar tagihan SKRD

Biaya / Tarif Tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan

Produk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pelayanan

Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan

Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464

3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id

4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id

5. | Melalui Facebook : lapor lumajang

Masa Berlaku

Sesuai Ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung




9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :
Pelayanan
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap saranad an prasarana
pendukung
4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara
15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang




dilaksanakan setiap hari.

Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat




LAMPIRAN IT :

NOMOR
TANGGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

: 5 TAHUN 2016
: 21 JULI 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN LUMAJANG

No JENIS BANGUNAN HARGA SATUAN (Rp)

1 2 3

I | BANGUNAN GEDUNG

1 | Gedung 6.000,00
II | BANGUNAN MENARA

1 | Menara Telekominikasi per M' 100.000,00
2 | Shelter 6.000,00
IIT | PEKERJAAN LAIN LAIN

1 | Pagar Tembok tinggi sampai 3M Per M2 3.000,00
2. | Pagar Besi Per M2 3.500,00
3. | Pagar Kawat Per M2 1.500,00
4. | Lantai jemur,paving,teras Per M2 1.250,00
5. | Penggantian kerangka atap kayu Per M2 1.250,00
6 | Penggantian kerangka atap baja Per M2 3.500,00
7 | Sumur air bersih, sumur peresapan Per bh 50.000,00
8 | Tangki Air/ menara per M3 50.000,00
9 | Tangki bahan bakar per M3 50.000,00
10 | Cerobong/antena per M 50.000,00
11 | Penanaman/pemasangan tiang listrik Per bh 100.000,00
12 | penanaman/pemasangan tower listrik Per M 50.000,00
13 | Penanaman/pemasangan media reklame Per M2

50.000,00




14 | Penanaman/pemasangan tiang telepon Per bh 25.000,00

15 | kolam air/bak air M3 50.000,00

16 | dulker/gorong-gorong Per M 4.000,00

17 | Pemasangan pipa/ kabel dalam tanah Per M 7.000,00

18 | plengsengan sampai tinggi 2M per M3 3.000,00
KETERANGAN :

Yang termasuk fasilitas komersial I adalah toko, kantor, hotel,bank, bioskop, tempat rekreasi dan sejenisnya.

Yang termasuk fasilitas komerial II adalah perusahaan pabrik, gudang, los kerja pos/kendaraan bermotor, pusat perdagangan dan

usaha lain yang bersifat komersial.

Yang termasuk golongan bangunan fasilitas umum sosial komersial adalah rumah sakit, gedung sekolah dan yang sejenis.

Yang termasuk golongan bangunan fasilitas umum sosial komersial milik pemerintah adalah perusahaan negara, BUMN, BUMD,

Perdagangan dan pasar.

Yang termasuk golongan bangunan fasilitas umum sosial adalah tempat ibadah, sanggar, kesenian, dan bangunan fasilitas sosial sejenis




LAYANAN PENAGIHAN RETRIBUSI DAN PENERBITAN PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG (PBG)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran 72 (0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67312

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9
Tahun 2016  tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 54 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Kabupaten Lumajang No. 2 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.




Persyaratan 1. [SKRD PBG yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten
Lumajang
2. | Bukti setor atas pembayaran SKRD PBG yang sudah dibayar
oleh pemohon
Prosedur 1. | SKRD yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas DPKP
Pelayanan disampaikan secara elektonik melalui saluran komunikasi

(WA) kepada operator SIMBG di DPMPTSP;

2. | Operator SIMBG DPMPTSP memilih daftar pemohon yang
tertera pada Sistem SIMBG untuk disampaikan tagihan
pembayaran retribusi PBG-nya ;

3. | Operator SIMBG DPMPTSP menginput nomer SKRD dan
besar retribusi serta mengunggah berkas SKRD melalui
akun operator SIMBG ke akun SIMBG pemohon untuk
disampaikan tagihan pembayaran retribusi PBG-nya ;

4. | Pemohon membayar tagihan retribusi PBG yang besarannya
sesuai dengan SKRD yang tertera pada akun SIMBG-nya ke
rekening Bank Jatim, an. Bendahara Penerimaan DPKP,
nomor rekening : 0091311879;

5. | Pemohon mengunggah bukti setor pembayaran PBG ke
akun SIMBG-nya;

6. | Sub-Koordinator Sub-Substansi Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan II memverifikasi dan memvalidasi nomor
SKRD, besar retribusi, tanggal terbit retribusi, berkas
tagihan retribusi, tanggal pembayaran retribusi pada
berkas bukti pembayaran retribusi PBG melaui akun
pengawas SIMBG di DPMPTSP;

7. | Kepala DPMPTSP melakukan verifikasi dan validasi serta
persetujuan penerbitan PBG terhadap permohonan PBG
melalui akun SIMBG kepala dinas perizinan.

8. | Pemohon mencetak sendiri PBG yang sudah disetujui oleh
Kepala DPMPTSP melalui akun SIMBG pemohon

Jangka Waktu

2 (dua) Hari Kerja untuk penagihan retribusi dan penerbitan

Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dimana penenebitan PBG
dilaksanakan setelah pemohon membayar tagihan SKRD

Biaya / Tarif Tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan

Produk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pelayanan

Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan

Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464

3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id

4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id

5. | Melalui Facebook : lapor lumajang

Masa Berlaku

Sesuai Ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung




9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
antara lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :
Pelayanan
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap saranad an prasarana
pendukung
4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara
15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang




dilaksanakan setiap hari.

Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat




LAMPIRAN IT :

NOMOR
TANGGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

: 5 TAHUN 2016
: 21 JULI 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN LUMAJANG

No JENIS BANGUNAN HARGA SATUAN (Rp)

1 2 3

I | BANGUNAN GEDUNG

1 | Gedung 6.000,00
II | BANGUNAN MENARA

1 | Menara Telekominikasi per M' 100.000,00
2 | Shelter 6.000,00
IIT | PEKERJAAN LAIN LAIN

1 | Pagar Tembok tinggi sampai 3M Per M2 3.000,00
2. | Pagar Besi Per M2 3.500,00
3. | Pagar Kawat Per M2 1.500,00
4. | Lantai jemur,paving,teras Per M2 1.250,00
5. | Penggantian kerangka atap kayu Per M2 1.250,00
6 | Penggantian kerangka atap baja Per M2 3.500,00
7 | Sumur air bersih, sumur peresapan Per bh 50.000,00
8 | Tangki Air/ menara per M3 50.000,00
9 | Tangki bahan bakar per M3 50.000,00
10 | Cerobong/antena per M 50.000,00
11 | Penanaman/pemasangan tiang listrik Per bh 100.000,00
12 | penanaman/pemasangan tower listrik Per M 50.000,00
13 | Penanaman/pemasangan media reklame Per M2

50.000,00




14 | Penanaman/pemasangan tiang telepon Per bh 25.000,00

15 | kolam air/bak air M3 50.000,00

16 | dulker/gorong-gorong Per M 4.000,00

17 | Pemasangan pipa/ kabel dalam tanah Per M 7.000,00

18 | plengsengan sampai tinggi 2M per M3 3.000,00
KETERANGAN :

Yang termasuk fasilitas komersial I adalah toko, kantor, hotel,bank, bioskop, tempat rekreasi dan sejenisnya.

Yang termasuk fasilitas komerial II adalah perusahaan pabrik, gudang, los kerja pos/kendaraan bermotor, pusat perdagangan dan

usaha lain yang bersifat komersial.

Yang termasuk golongan bangunan fasilitas umum sosial komersial adalah rumah sakit, gedung sekolah dan yang sejenis.

Yang termasuk golongan bangunan fasilitas umum sosial komersial milik pemerintah adalah perusahaan negara, BUMN, BUMD,

Perdagangan dan pasar.

Yang termasuk golongan bangunan fasilitas umum sosial adalah tempat ibadah, sanggar, kesenian, dan bangunan fasilitas sosial sejenis




LAYANAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) NON
BERUSAHA

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10.

11.

12.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang
Pemantauan Teknis Pemanfaatan dan Pengendalian
Tata Ruang serta Tata Cara Permohonan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

HN

Now

Surat Permohonan Persetujuan KKPR dan/atau Surat
Permohonan Konfirmasi KKPR;

Fotokopi KTP;

Fotokopi NPWP;

Fotokopi sertifikat tanah atau surat penguasaan tanah
lainnya;

Fotokopi Surat Informasi Tata Ruang;

Fotokopi Surat Informasi LP2B

Proposal Rencana kegiatan dilengkapi dengan koordinat
lokasi, kebutuhan Iluas lahan kegiatan pemanfatan
ruang, informai penguasaan tanah, informasi rencana
jenis kegiatan, rencana luas lantai bangunan, rencana




teknis bangunan, dan/atau rencana induk kawasan;

8. Informasi koordinat lokasi dalam bentuk peta polygon ,
titik dan garis yang memberikan informasi luasan dan
bentuk lahan atau nomor identifikasi bidang untuk
tanah yang telah bersertifikat;

9. Pertimbangan Teknis Pertanahan

10. Surat Kuasa bermaterai (Jika dikuasakan)

Prosedur
Pelayanan

Pemohon datang ke DPMPTSP melalui Front office untuk
mendapatkan informasi dan formulir permohonan layanan
KKPR non berusaha yang telah disediakan;

Pemohon mengisi formulir permohonan layanan KKPR non
berusaha dan melengkapi persyaratan dokumen;

Petugas pelayanan Front office memeriksa isian formulir dan
kelengkapan dokumen permohonan layanan KKPR non
berusaha yang diajukan oleh pemohon;

Petugas pelayanan front office menyerahkan formulir dan
kelengkapan dokumen permohonan layanan KKPR non
berusaha ke penanggungjawab layanan KKPR non
berusaha;

penanggungjawab layanan KKPR non berusaha melakukan
verifikasi dan menyerahkan formulir permohonan layanan
KKPR non berusaha ke petugas pelayanan back office;

Petugas pelayanan back office membuat surat pengantar
permohonan rekomendasi penerbitan KKPR non berusaha;

Petugas Sekretariat DPMPTSP mengantarkan surat
pengantar permohonan rekomendasi penerbitan KKPR non
berusaha yang telah dilakukan otorisasi secara berjenjang
ke DPUTR,;

Petugas dari DPUTR mengirimkan rekomendasi penerbitan
KKPR non berusaha ke DPMPTSP;

Petugas Sekretariat DPMPTSP menerima rekomendasi
penerbitan KKPR non berusaha dari DPUTR dan diteruskan
ke kadinas DPMPTSP dan Kabid Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan untuk diproses lebih lanjut oleh
penanggungjawab layanan penerbitan KKPR non berusaha;

10.

penanggungjawab layanan KKPR non berusaha menerima
dan memuverifikasi rekomendasi penerbitan KKPR non
berusaha dari DPUTR;

11.

penanggungjawab layanan KKPR non berusaha memberikan
rekomendasi penerbitan KKPR non berusaha ke petugas
pelayanan back office untuk dicetak persetujuan KKPR
dan/atau Konfirmasi KKPR dan diotorisasi kesesuaian isi
persetujuan KKPR dan/atau Konfirmasi KKPR secara
berjenjang mulai dari penangggungjawab layanan KKPR non
berusaha sampai dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Lembar
Perjalanan Dokumen (LPD); ;

12.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan persetujuan KKPR dan/atau Konfirmasi
KKPR sekaligus membubuhkan otorisasi di Lembar
Perjalanan Dokumen (LPD)

13.

petugas pelayanan back office melakukan pemindaian
(scan) persetujuan KKPR dan/atau Konfirmasi KKPR dan
diarsip dalam bentuk softcopy di database produk
perizinan; ;

14.

Petugas pelayanan back office memberikan persetujuan
KKPR dan/atau Konfirmasi KKPR ke Petugas front office;




15 | Petugas Front Office memberikan persetujuan KKPR
dan/atau Konfirmasi KKPR ke pemohon.

4. | Jangka Waktu 3 Hari Kerja
Pelayanan
5. | Biaya / Tarif Gratis / Tanpa Biaya
6. | Produk Persetujuan KKPR dan/atau Konfirmasi KKPR
Pelayanan
7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke ;
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Berlaku selama 3 tahun.
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal
Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara

lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan

prasarana pendukung




14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :

Pelayanan

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
Pelaksana lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat




PERSETUJUAN PEMOTONGAN/PEMANGKASAN POHON KANAN DAN KIRI
JALAN KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah

5. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang
Pengaturan Pemotongan Pohon pada Jalur Hijau dan
Kawasan Pertamanan di Kabupaten Lumajang

6. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

2. | Persyaratan 1. Pindaian Foto kondisi pohon yang diajukan untuk
Pelayanan pemotongan / pemangkasan;
2. Pindaian Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
3. Pindaian permohonan persetujuan
pemotongan/pemangkasan pohon jalan kabupaten;
3. | Prosedur Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
Pelayanan elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika

belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload
pemohon ke sistem elektronik pada dokumen permohonan
izin yang dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin




profesi melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk
diteruskan ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
melalui sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan
Dokumen (PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi
oleh pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft
surat keputusan izin melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft
tidak sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk
perbaikan melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak
melakukan persetujuan draft surat keputusan izin , lebih
dari 1 hari maka draft surat keputusan izin otomatis
dianggap disetujui oleh pemohon untuk diajukan
pengesahan draft surat keputusan izin ke Kepala Dinas
DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda
tangan elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan
Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin  yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke
database produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

Jangka Waktu
Pelayanan

3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya dokumen perizinan
secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Diameter 1-5 cm Rp.200.000
Diameter 6-10 cm Rp.300.000
Diameter 11-20 cm Rp.600.000
Diameter 21-30 cm Rp.1.000.000
Diameter 31 cm ke atas Rp.1.500.000

Produk
Pelayanan

Persetujuan pemotongan/pemangkasan pohon kanan dan Kiri
jalan kabupaten

Penanganan
Pengaduan

1.

Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

2.

Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464

3.

Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id

Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id




| Melalui Facebook : lapor lumajang

8. | Masa Berlaku Berlaku sesuai tanggal dan hari permohonan surat persetujuan
pemotongan/pemangkasan pohon kanan dan kiri jalan kabupaten
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal
Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :
Pelayanan
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung
4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara
15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal

Kinerja

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara




Pelaksana

lain :

Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat




LAYANAN SURAT INFORMASI LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN (LP2B)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

NO KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara
Elektronik
3. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha
5. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Lumajang Tahun 2012 — 2032
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun
2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
2. | Persyaratan 1. Formulir permohonan yang berisikan keterangan tentang
Pelayanan bentuk usaha, alamat usaha, rencana usaha, luas lahan
untuk usaha.
2. SITR rencana dan alamat usaha yang diterbitkan oleh
dinas teknis..
3. | Prosedur Permohonan Informasi LP2B oleh pemohon
Pelayanan 1. | Pemohon datang ke DPMPTSP melalui Front office untuk
mendapatkan informasi dan formulir permohonan LP2B
yang telah disediakan;

2. | Pemohon mengisi formulir permohonan informasi LP2B
dilampiri dengan SITR sesuai dengan rencana kegiatan
usahanya ;

3. | Petugas pelayanan Front office memeriksa isian formulir
permohonan informasi LP2B dan lampirannya sesuai
dengan pengajuan pemohon;

4. Petugas pelayanan front office menyerahkan formulir

permohonan informasi LP2B dan lampirannya ke




penanggungjawab layanan informasi LP2B;

5. penanggungjawab layanan informasi LP2B melakukan
verifikasi dan menyerahkan formulir permohonan informasi
LP2B dan lampirannya ke petugas pelayanan back office;

6. | Petugas pelayanan back office membuat surat pengantar
permohonan informasi LP2B ;

7. | Petugas Sekretariat DPMPTSP mengantarkan surat
pengantar permohonan informasi LP2B yang telah
dilakukan otorisasi secara berjenjang ke DKPP

8. | Petugas dari DKPP mengirimkan informasi LP2B ke
DPMPTSP melalui data sharing ;

9. Petugas pelayanan Front office mencetak informasi LP2B
melalui data sharing ;

10. | Petugas pelayanan Front office memberikan informasi LP2B

ke pemohon

Permohonan Informasi LP2B sebagai tindak lanjut atas penerbitan
SITR yang diajukan oleh DPMPTSP

1.

Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan menerima SITR yang telah didisposisi dari
Kadinas DPMPTSP dan diberikan ke penanggungjawab
layanan informasi LP2B untuk diproses lebih lanjut;

penanggungjawab layanan informasi LP2B melakukan
verifikasi dan menyerahkan SITR yang memerlukan
keterangan/informasi  lanjutan dalam bentuk informasi
LP2B ke petugas pelayanan back office;

Petugas pelayanan back office membuat surat pengantar
permohonan informasi LP2B ;

Petugas Sekretariat DPMPTSP mengantarkan surat
pengantar permohonan informasi LP2B dilampiri SITR yang
telah dilakukan otorisasi secara berjenjang ke DKPP

Petugas dari DKPP mengirimkan informasi LP2B ke
DPMPTSP melalui data sharing ;

6.

Petugas pelayanan Front office mencetak informasi LP2B
melalui data sharing ;

7.

Petugas pelayanan Front office memberikan informasi LP2B
ke pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (hari) Hari Kerja
Pelayanan
5. | Biaya / Tarif Gratis / Tanpa Biaya
6. | Produk Pelayanan Surat Informasi Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)
7. | Penanganan 1. |Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464
3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@Ilumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Berlaku selama rencana dan lokasi kegiatan usaha sesuai dengan

Surat informasi LP2B yang diterbitkan oleh dinas teknis




9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Pelaksana Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal
Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan
prasarana pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
Keamanan dan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
Keselamatan nonperizinan meliputi :
Pelayanan
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung
4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara
15. | Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal

Pelaksana

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi
struktural

yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
baik yang menyangkut aspek teknis maupun




administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat




LAYANAN REKOMENDASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444

LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak

2. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

3. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha

5. Permensos RI Nomor 13 Tahun 1981 tentang
Organisasi yang Dapat Menyelenggarakan Usaha
Penyantunan Anak Terlantar

6. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah

8. Kepmensos RI Nomor 40 Tahun 1980 tentang
Organisasi Sosial

9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham (AHU),
fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum oleh notaris,fotokopi
surat tanda pendaftaran dari Dinsos Propinsi Jawa Timur
(apabila daftar ulang), Surat keterangan domisili dari
Desa/Kelurahan, Struktur organisasi pengurus lengkap
dilampiri fotokopi KTP yang berlaku, fotokopi AD/ART,
fotokopi NPWP Yayasan, proposal yang berisikan sumber
dana dan modal kerja untuk melaksanakan kegiatan, daftar
nama dan foto anak asuh.

Prosedur
Pelayanan

Pemohon datang ke DPMPTSP melalui Front office untuk
mendapatkan informasi dan formulir permohonan layanan
rekomendasi LKSA yang telah disediakan;

Pemohon  mengisi  formulir  permohonan  layanan
rekomendasi LKSA;

Petugas pelayanan Front office memeriksa isian formulir
permohonan layanan rekomendasi LKSA yang diajukan oleh
pemohon;

Petugas pelayanan front office menyerahkan formulir
permohonan layanan rekomendasi LKSA ke
penanggungjawab layanan rekomendasi LKSA;

penanggungjawab layanan rekomendasi LKSA melakukan




verifikasi dan menyerahkan formulir permohonan layanan
rekomendasi LKSA ke petugas pelayanan back office;

6. | Petugas pelayanan back office membuat surat pengantar
layanan rekomendasi LKSA;

7. | Petugas Sekretariat DPMPTSP mengantarkan surat
pengantar permohonan rekomendasi LKSA yang telah
dilakukan otorisasi secara berjenjang ke Dinsos

8. | Petugas dari Dinsos mengirimkan rekomendasi LKSA ke
DPMPTSP;

9. | Petugas Sekretariat DPMPTSP menerima rekomendasi LKSA
dari Dinsos dan diteruskan ke kadinas DPMPTSP dan
Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk diproses
lebih lanjut oleh penanggungjawab layanan rekomendasi
LKSA ;

10. | penanggungjawab layanan rekomendasi LKSA menerima
dan memverifikasi rekomendasi LKSA dari Dinsos;

11. | penanggungjawab layanan rekomendasi LKSA menyerahkan
rekomendasi LKSA ke petugas pelayanan back office untuk
dipindai (scan) dan diarsip dalam bentuk softcopy di
database produk perizinan;

12. | Petugas pelayanan back office memberikan rekomendasi
LKSA ke Petugas Front Office ;

13. | Petugas Front Office memberikan rekomendasi LKSA ke
pemohon.

4. | Jangka Waktu 3 Hari Kerja
Pelayanan

5. | Biaya / Tarif Gratis / Tanpa Biaya

6. | Produk Rekomendasi LKSA
Pelayanan

7. | Penanganan 1. |Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-
328-6464

3. | Mengirim Email ke :
pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id

4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id

5. | Melalui Facebook : lapor lumajang

8. | Masa Berlaku Berlaku selama 3 tahun.
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer

3. | Alat Tulis

4. | Scanner

5. | Kursi Antrian

6. | Area Parkir

7. | Televisi

8 | Wifi

9. | Media bacaan dan informasi layanan

10. | Free kopi dan teh di ruang layanan

10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan
Perizinan yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun




administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

12.

Jumlah
Pelaksana

Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri
dari 1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6
orang petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas
pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.

13.

Jaminan
Pelayanan

Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan

prasarana pendukung

14.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan
ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber
dan Sandi Negara

15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat




TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
J1. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444
LUMAJANG-67316
NO | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
4. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan
6. Permenaker RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Penempatan Tenaga Kerja
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.
2. | Persyaratan 1. Foto Terbaru Penanggungjawab/ Pimpinan lembaga
Pelayanan ukuran 4 x 6, background warna Biru
2. Rencana penempatan tenaga kerja paling sedikit 1 tahun
ke depan
3. SK pembentukan BKK oleh pimpinan Lembaga / Kepala
sekolah dan struktur organisasi
4. Surat Izin Pendirian atau Izin Operasional Sekolah /
Lembaga Pelatihan Kerja / Penempatan Tenaga Kerja
5. Surat permohonan tanda daftar bursa kerja khusus di
tandatangani oleh kepala sekolah / pimpinan Lembaga
3. | Prosedur 1. | Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
Pelayanan elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

2. | Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

3. | Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload pemohon
ke sistem elektronik pada dokumen permohonan izin yang
dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);




Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin profesi
melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk diteruskan
ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi oleh
pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui sistem
elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft surat
keputusan izin melalui sistem elektronik dan Perjalanan
Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft tidak
sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk perbaikan
melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak melakukan
persetujuan draft surat keputusan izin , lebih dari 1 hari maka
draft surat keputusan izin otomatis dianggap disetujui oleh
pemohon untuk diajukan pengesahan draft surat keputusan
izin ke Kepala Dinas DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda tangan
elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan Perjalanan
Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani dengan
tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke database
produk izin;

12.

Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13.

Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal diterimanya dokumen perizinan
Pelayanan secara lengkap dan benar
5. | Biaya / Tarif Gratis / Tanpa Biaya
6. | Produk Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
Pelayanan
7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Pengaduan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-328-
6464
3. | Mengirim Email ke : pengaduan.dpmptsp@Iumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang




8. | Masa Berlaku Berlaku selama lembaga/sekolah masih melakukan kegiatan
penempatan tenaga kerja
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri dari
1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6 orang
petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas pelayanan
back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya masing-
masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal
Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara
lain :
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung
14. | Jaminan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan ke

Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja

3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber dan
Sandi Negara




15.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara lain :

1. | Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat




SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

J1. Veteran No. 72 ( 0334 ) 889822 Fax.894444
LUMAJANG-67316

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Permenpan RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018
tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Pelayanan Perizinan dan Perizinan Lainnya kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Persyaratan
Pelayanan

1. Pindaian KTP (Ket = bagi peneliti kelompok, badan
usaha, ormas dilampirkan Fotokopi KTP ketua Tim)

2. Pindaian Pasfoto berwarna ketua tim, background biru
dengan ukuran 4 x 6 (Ket = bagi peneliti kelompok,
badan usaha, ormas)

3. Pindaian Pasfoto berwarna penanggung jawab,
background biru dengan ukuran 4 x 6 (Ket=bagi peneliti
perorangan)

4. Pindaian Proposal penelitian yang memuat latar
belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka
waktu penelitian, nama peneliti sasaran/target
penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil
yang diharapkan dari penelitian

5. Pindaian Scan Surat Keterangan Terdaftar (Ket=Bagi
Peneliti Ormas tidak berbadan hukum)

6. Pindaian Scan surat pengesahan badan hukum organisasi
kemasyarakatan (Ket=Bagi Peneliti Ormas berbadan
hukum)

7. Pindaian Scan surat pengesahan sebagai Badan Hukum
(Ket=Dbagi peneliti Badan Usaha)

8. Pindaian Surat Permohonan yang ditandatangani oleh
Penanggungjawab / Pimpinan yang membidangi
penelitian (Ket= untuk peneliti perseorangan, surat




permohonan diketahui oleh lurah/kepala desa tempat
domisili peneliti)

9. Pindaian Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap
keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan

10. Pindaian Surat Pernyataan untuk menaati dan tidak
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

11. Pindaian Tanda Persetujuan Lokasi Penelitian (TPLP)

Prosedur
Pelayanan

Pemohon melakukan permohonan izin melalui sistem
elektronik dan melakukan registrasi akun masuk/login jika
belum memiliki akun.

Setelah login ke sistem elektronik, pemohon mendapatkan
informasi dan formulir perizinan untuk izin baru, perubahan
atau perpanjangan sesuai yang diajukan;

Petugas pelayanan Front office memeriksa persyaratan,
kelengkapan dan validasi data yang sudah diupload pemohon
ke sistem elektronik pada dokumen permohonan izin yang
dinyatakan lengkap diteruskan ke verifikator izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas pelayanan front office mengembalikan dokumen
permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap ke akun
pemohon;

Petugas verifikator izin selaku penanggung jawab izin profesi
melakukan koreksi dan validasi persetujuan untuk diteruskan
ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Petugas dari Dinas Teknis melakukan koreksi terhadap data
permohonan izin di sistem elektronik mengirimkan
rekomendasi persetujuan izin ke petugas pelayanan back
office DPMPTSP. Jika permohonan ditolak, maka dokumen
pemohonan dikirim kembali ke DPMPTSP untuk dicukupi oleh
pemohon atas kekurangan kelengkapannya melalui sistem
elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen (PPD);

Petugas pelayanan back office melakukan input data
perizinan dan membuat draft surat keputusan izin melalui
sistem elektronik dan Perjalanan Permohonan Dokumen
(PPD);

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan melakukan validasi dan persetujuan draft surat
keputusan izin melalui sistem elektronik dan Perjalanan
Permohonan Dokumen (PPD) ;

Pemohon melakukan koreksi draft surat keputusan izin
dengan waktu 1 hari melalui sistem elektronik, jika draft tidak
sesuai maka dikembalikan ke DPMPTSP untuk perbaikan
melalui sistem elektronik. Jika pemohon tidak melakukan
persetujuan draft surat keputusan izin , lebih dari 1 hari maka
draft surat keputusan izin otomatis dianggap disetujui oleh
pemohon untuk diajukan pengesahan draft surat keputusan
izin ke Kepala Dinas DPMPTSP melalui sistem elektronik.

10.

Kepala Dinas DPMPTSP melakukan proses pengesahan atau
penandatanganan surat keputusan izin dengan tanda tangan
elektronik (TTE) melalui sistem elektronik dan Perjalanan
Permohonan Dokumen (PPD);

11.

Petugas pelayanan back office/ arsip mengunduh dokumen
izin yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani dengan
tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kadinas ke database
produk izin;




12. | Pemohon memperoleh Surat Keputusan Izin yang telah
ditandatangani secara elektronik pada akun pemohon;

13. | Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keputusan Izin
melalui akun pemohon

4. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya dokumen perizinan
Pelayanan secara lengkap dan benar
5. | Biaya / Tarif Gratis / Tanpa Biaya
6. | Produk Surat Keterangan Penelitian
Pelayanan
7. | Penanganan 1. | Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Pengaduan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. | Melalui Telp / Faximile ( 0334 ) 889822 / 894444 /0811-328-
6464
3. | Mengirim Email ke : pengaduan.dpmptsp@Iumajangkab.go.id
4. | Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. | Melalui Facebook : lapor lumajang
8. | Masa Berlaku Berlaku sesuai tanggal dan hari permohonan surat persetujuan
pemotongan/pemangkasan pohon kanan dan kiri jalan kabupaten
9. | Sarana dan 1. | Bangunan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. | Komputer dan Printer
3. | Alat Tulis
4. | Scanner
5. | Kursi Antrian
6. | Area Parkir
7. | Televisi
8 | Wifi
9. | Media bacaan dan informasi layanan
10. | Free kopi dan teh di ruang layanan
10. | Kompetensi Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan
Pelaksana nonperizinan meliputi :
» Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah
» Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik
» Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan
» Memiliki Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer
11. | Penanganan Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas penanaman
Internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan
secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
12. | Jumlah Personil di Bidang PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 16 orang yang terdiri dari
1 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 6 orang
petugas pelayanan front office dan 6 orang petugas pelayanan
back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya masing-
masing.
13. | Jaminan Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal
Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara

lain :

1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi

2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja




3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung

14.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan ke
pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan
nonperizinan meliputi :

Pelayanan
1. | Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Sepenuh Hati
Untuk Mendorong Investasi
2. | Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan
dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
3. | Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana
pendukung
4. | Surat keputusan izin dengan pengaman tanda tangan
elektronik (TTE) Balai Sertifkat Elektronik dari Badan Siber dan
Sandi Negara
15. | Evaluasi Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas penanaman Modal dan
Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara lain :
Pelaksana

1. | evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

2. | Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat




